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A BSTRAK

Semakin ketatnya persaingan di bidang pelayaran
menyebabkan tumbuh suburnya praktek penggunaan bendera
negara lain oleh suatu kapal asing. Sudah sering kita
dengar misalnya suatu kapal Amerika Serikat berbendera
Panama, Praktek ini sendiri dikenal dengan istilah flag
of convenience atau o¢pen registry. Dalam praktek ini
pemilik kapal mendaftarkan kapalnya pada negara-negara
yang menetapkan syarat-syarat yang ringan guna memperoleh
tanda kebangsaannya. Dengan demikian antara kapal dengan

negara bendera hanya menggambarkan hubungan vang
minimal.

Dengan sendirinya praktek ini membawa pengaruh bagi
dunia pelayaran internasicnal. Pengaruh itu menyangkut
antara lain seperti tiadanya pengaturan-pengaturan
tentang biaya dan jaminan sosial bagi awak, begitu pula
menyangkut kebebasan untuk merekrut awak kapal dari
kebangsaan manapun dengan biaya vyang rendah, serta
tiadanya pengawasan oleh negara terhadap syarit—syarat
keselamatan bagi kapal. Oleh karena kurangnya pengawasan
itulah maka kapal-kapal di bawah flag of convenience
rawan terhadap kecelakaan. Semua keadaan itu dimungkin-
kan oleh karena masih lemahnya ketentuan-ketentuan vang

"

mengatur hal tersebut.

Situasi-situasi yang berlangsung ini akhirnya
menjadi perdebatan dalam lingkungan internasional,

sehingga sudah dirasakan sebagai sesuatu yang mendesak




ra T T e e I e,

B e

R LT N P

ix

guna melahirkan suatu upaya internasional khususnya
dalam bentuk ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan

hukumuntuk menanggulangl dan mewujudkannya.

Konvensi PBB tahun 1986 tentang Persyaratan
Pendaﬁtaran Bendera Kapal merupakan produk dari upaya
khusus tersebut. Konvensi ini diharapkan dapat menutup
dan meredam kelemahan-kKelemahan dari ketentuan yang ada

sebelumnya.
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BAB I

PENDAHULUARN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak dahulu kala manusia telah menyadari perlunya
tukar menukar barang dalam rangka memenuhi kebutuhannya,
atau yang lazim kita sebut sebagai perdagangan atau
perniagaan. Tukar menukar barang ini perlu dilakukan
karena sesungguhnya dalam keadzan wajar tidak suatu
negara-pun yang mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya
sendiri tanpa kerja sama atau bantuan dari negara lain,
perkecualhm1nalinihanyaterdapatpadasuatumasyarakat

yang sangat primitif dan kebutuhannya amat minimal.

Dengan demikian selama manusia ada, maka selama itu
pula kebutuhan akan tukar menukar barang-barang akan
terus berlangsung, tidak perduli batas-batas negara,
bangsa atau ideclogi. Melalui kegiatan perdagangan atau
perniagaan itu pula yang merupakan salah satu jalan

tersebarnya peradaban manusia di dunia.

Adapun yang menjadi sarana utama untuk menunjang
kegiatan perdagangan atau perniagaan- itu adalah alat
pengangkut atau transportasi untuk mengangkut barang-
barang tersebut. Tanpa adanya alat pengangkut ini maka
praktis perniagaan akan menjadi statis, karena dalam
prakteknya apa yang disebut berniaga atauw ber-

dagang adalah memindahkan suatu barang dari suatu
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sumber (produsen/pemilik barang) di suatu tempat ke

konsumen di tempat yang lain vang jaraknya terpisah
relatif jauh.

Jika pada awalnya kegiatan perdagangan atau perniagaan
itu hanya dilakukan melalui daratan saja, maka lama
kelamaannmnusiawmraaaperluuntukberniaganmnyeherangi

sungal, danau dan akhirnya laut.

Penjelajahan dengan kapal laut untuk tujuan
perdagangan/perniagaan telah dimulai beberapa abad vang
lalu. Pada awalnya hubungan perniagaan itu timbul dari
negara-negara di sekitar laut tengah dan kemudian
menjalar ke utara dan timur sampai ke negara-negara Eropa
Earat dan Eropa Timur. Dengan semakin berkembangnya
dunia perniagaan yang ditunjang oleh transportasi di
laut, maka dirasakan perlu adanva peraturan yang

mengatur perihal penyelenggaraan dan pengoperasian
kapal itu.

Untuk memperoleh kepastian hukum atas kapal maka
lebih dahulu kapal tersebut harus didaftarkan. Mengenai
asal mula adanya peraturan bahwa kapal-kapal laut harus
didaftarkan, tidak ada kepastian tentang hal itu. Namun
sejak tahun 12%6-1297 di Boston, Amerika Serikat sudah
tercatat adanya 60 kapal yang didaftarkan.l’

Pendaftaran kapal ini dimaksudkan untuk mempercleh
suatu tanda kebangsaan kapal dan ini diperlukan supaya
kepada kapal diwenangkan untuk mengibarkan bendera

kebangsaan. Bendera kapal ini merupakan bendera dari -
i
L. WARTINI SOEGEMG, Pendaftaran Kapal Indonesia, PT. ERESCO, Bandumg, 1988, hal. 02




negara dimana kapal itu didaftarkan, dan dengan pengibaran
bendera tersebut maka hukum yang berlaku atasnya adalah
hukum nasional negara bendera. Di laut lepas semua kapal

tunduk sepenuhnya pada peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan negara tersebut.

Berkaitan dengan penentuan nasionalitas kapal ini

menurut R.R. CHURCHILL & A.V. LOWE ada beberapa fungsi
dari nasicnalitas kapal yaitu 2!

1. Nasionalitas kapal menunjukkan hak dan kewajiban
negara bendera.

2. Nasionalitas kapal menunjukkan negara mana

yang akan melaksanakan yurisdiksi terhadap

kapal itu.

3. Nasionalitas kapal menunjukkan negara mana

yang berhak melaksanakan perlindungan diplomatik
atas nama kapal.

4. Nasionalitas kapal menunjukkan pada sekutu

atau musuh-musuhnya bahwa kapalnya hadir di
kawasan itu

Pandangan dan pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya
melahirkan suatu pasal dalam hukum laut international
yang mengatakan bahwa setiap kapal laut harus bernaung

di bawah suatu bendera laut tertentu, agar diketahui

hukum dari negara mana yang berlaku bagi kapal itu dengan

penumpang serta muatannya selama berlayvar ditengah-

tengah samudra raya.Z)

2). R.R, CHRFCHILL AND AV, LOME, THE L4 OF THE 5BA, MAMCHASER [WIVERSITY PRESS, 1983. hal. 180
dikutip oleh HUMLA ADOLF, PRO JUSTITIA tahum IX Mo, 1, Jan. 1281, Hal. 55-56)

3. R WIRMMO PRODJOCTHORD, Hulum Laut bagh Indonesia Susur Bandung, Bandusg, 1981 Hal. 35
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Adapun ketentuan mengenai pendaftaran kapal ini
sudah diatur dalam konvensi Genewa tahun 1958 tentang
Laut Lepas yaitu pada pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 4 ini menentukan bahwa :

Every State, whether coastal or not, has the right

tb sail ships under its flag on the high seas.

Pasal ini memberi kebebasan kepada pemilik kapal
untuk menentukan nasicnalitas kapalnya, yaitunasionalitas
suatu negara yang syarat-syarat pendaftarannya tidak
terlalu ketat. Pasal 4 ini merupakan penegasan atas hukum
kebiasaan internasional yang berlaku, berasal dari
kasus THE MUSCAT DHOWS CASE.

Adapun duduk perkara kasus tersebut adalah : di
tahun 1844, Perancis mengadakan perjanjian dengan Sultan
Muscat yang isinya mengizinkan pemakaian bendera Perancis
pada kapal-kapal dagang milik Sultan Muscat disekitar
laut Hindia, Teluk Persia dan Laut Merah. Terhadap
perjanjlian itu, Inggris menentangnya karena menganggap
izin pemakaian bendera itu telah melanggar deklarasi
¥ang ditandatangani oleh kedua negara (Inggris dan
Perancis) tahun 1862 yang bersama-sama menghormati
kemerdekaan Muscat. Timbul persengketaan antar negara-
negara tersebut dan masalah itu dibawa kehadapan The
Permanent Court of Arbitration dalam tahun 1904. Pada
akhirnya putusan:: i court memenangkan Perancis dengan
argumentasi

"Generally speaking it belongs to every sovereign to
decide whom he will accord the right te fly its flag and
to prescribe the rules governing such grants*?),

€). D.P.0. COMMELL, INTERMATIOMAL LAN, SWEET AMD MAAWEEL, LOWDON 1370, Hal. 606 dikutlp oleh  HUALA
ADOLT, Op Cit, Hal. 57,
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Pada pasal 5 dari konvensi ini juga mengatur tentang

nasionalitas, registrasi dan bendera kapal. Pasal 5
tersebut berbunyi demikian

1. Each State shall fix the condition for the
grant of its nationality to ships, for the
registration of ships in its territory, and for
the right to fly its flag. Ships have the
naticnality of the State whose flag they are
entitled to fly. There must exist a genuine link
between the State and the ship; in particular,
the State must effectively exercise its juris-
diction and contreol in administrative, techni-
cal and social matters over ships flying its

flag.

2. Each State shall issue to ships to which it has
granted the right to fly its flag documents to
that effective.

Pada pasal 5 ini juga ditetapkan syarat harus adanya
suatu genuine link atau menurut terjemahan PROF. MOCHTAR
KUSUMAATMADJA hubungan yang sungguh-sungguh. Syarat
genuine link juga merupakan suatu perwujudan azas
efektivitas, yang merupakan syarat guna pengakuan kapal
tersebut oleh negara-negara lain,>’

Sedangkan kriteria-kriteria untuk menentukan adanya
genuine link.agak sulit ditentukan batasannya. Pada
tahun 1955 ILC (Internaticnal Law Commission) PBB yang
merancang ketentuan konvensi hukum laut Genewa 1958
telah berupaya untuk membuat kriteria tersebut. Waktu
itu dalam upayanya merancang konvensi, ILC terpengaruh
ocleh putusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional

dalam kasus NOTTEEOHM

2] . MOCHTAR KUSUMARTMADIR, HUKUM LAUT INTERMASIOMAL
BINA CIFTA, BANDUNG, 1576. Hal. 148
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Cahun 1950. Dalam kasus itu ILC mensyaratkan bahwa suatu
negara yang mengklaim perlindungan diplomatik kepada
warga negaranya yang berada dalam kesulitan, maka
nasionalitas harus merupakan refleksi hukum daripada
hubungan yang sungguh-sungguh atau genuine link antara
orang-itu dengan negara yang hendak melindunginya.

Meskipun demikian pada akhirnya ILC merasa sulit
untuk memberikan kriteria tentang hubungan Yang sungguh-
sungguh itu secara spesifik.

Fengaturan tentang bendera kapal inipun diatur lagi
dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 vang
merupakan konvensi paling lengkap dari kenvensi-konvensi

internasional tentang hukum laut sebelumnya. Pasal yang

‘mengatur hal tersebut yaitu pada pasal 91 dan dijabarkan

pada pasal-pasal selanjutnya vaitu pasal 92, pasal 93 dan

pasal 94. Lengkapnya pasal 91 berbunyi :

1. Every State shall fix the conditions for the
grant of its nationality te ships, for the
registration of ships in its territory, and for
the right to fly its flag. Ships have the
nationality of the State whose flag they are

entitled to fly. There must exits a genuine link
between the State and the ship.

2. Every State shall issue:tm.sh;ps to which it has
granted the right to fly its flag documents to

that effect.

Fagal 91 tersebut mengatakan bahwa setiap negara
harus menetapkan syarat-syarat bagi pemberian kebangsa-
annya pada kapal dalam wilayahnya dan hak untuk meng-
ibarkan benderanya. Selanjutnya bahwa harus ada kaitan

yang sungguh-sungguh antara negara dan kapal itu.
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Pasal 24 konvensi juga menguatkan hal itu, dengan
menyebutkan bahwa

1. Every State shall effectively exercise its
jurisdiction and contrel in administrative,

technical and social matters over ships flying
its flag.

2. In particular every State shall

a. Maintain a register of ships containing the
names and particulars of ships flying its
flag, except those which are execluded from
generally accepted international regula-
tion on account of their small size, and

b. Assume jurisdiction under "its internal law

cver each ships flying its flag and its
master, officers and crew respect of admin-
istrative, technical and sosial matters

concerning the ship.

Pasal ini bermaksud, bahwa tiap negara harus
melaksanakansecaraeffektifyurisdiksidan;mngawasannya
dalam bidang administratif, teknik dan sosial atas kapal
yang mengibarkan benderanvya.

Seperti yang ditetapkan dalam pasal 91 tentang harus
adanya genuine link antara kapal dengan bendera, maka
syarat itu juga yang merupakan syarat dasar yang diminta
cleh konvensi pada negara-negara yang hendak memberikan

tanda kebangsaannya pada kapal-kapal tertentu. Kewenangan

negara-negara untuk menerapkan syarat-syarat dalam
praktek internasional tidak selalu sama.

Dalam praktek internasional ketentuan serts
persyaratan mengenal hubungan yang sungguh-sungguh
(genuine link) antara kapal dengan benderanya itu masih

lemah. Kelemahan dari ketentuan itu pula Yang menyebabkan
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adanya negara-negara tertentu seperti Liberia, Panama
dan Honduras yang memberikan tanda kebangsaannya pada
kapal-kapal asing dengan syarat yang ringan. Pemberian
inilah yang disebut sebagai flag of convenience atau open

registry (pendaftaran terbuka) .

Berdasarkan latar belakang seperti yang dikemukakan
di atas itulah maka penulis memilih judul skripsi ini
sebagal : PRAKTEK FLAG OF CONVENIENCE DALAM HUKUM LAUT
INTERMASIONAL.

1.2. BATASAN MASALAH

Dengan melihat bahwa penggunaan bendera negara lain
guna mendapatkan kebangsaan dari negara itu terhadap
kapal yang ditetapkan dengan syarat yang lunak/ringan
maka dapat dikemukakan beherapa permasalahan, yang

ditetapkan sebagai berikut

= Bagaimanakah implikasi dari praktek flag of

convenience

= Sejauh mana upaya vang dilakukan oleh konvensi
FBE tentang persyaratan pendaftaran bendera
kapal guna memperbaiki ketentuan dalam Konvensi
Hukum Laut Genewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum

Laut Internasicnal tahun 1982.

Demikianlah beberapa batasan masalah yang akan

diuraikan dalam skripsi ini.
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1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

TUJUAN PENULISAN

Bertitik tolak dari batasan masalah yvang telah

diuraikan sebelumnya, maka penyusunan skripsi ini antara
lain bertujuan. '

- apakah akibat yang dapat timbul dari praktek
tersebut.

— serta upaya hukum apa yang dilakukan guna menutup
kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan
berkembang-nya praktek flag of convenience di
dunia internasional.

KEGUNAAN PENULISAN

Kegunaan yang diharapkan bisa didapat dari penulisan

skripsi ini adalah :

1. Diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran
bagi almamater Fakultas Hukum, UNHAS.

2. Secara subjektif skripsi ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai
gelar Sarjana Hukum pads Jurusan Hukum
Internasional, Fakultas Hukum UNHAS.

1.4. KOMPOSISI BABR/SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan skripsi ini disusun dalam
lima bab yang masing-masing terdiri dari :

Bab pertama : Bab pendahuluan

Dengan mengemukakan latar belakang, batasan

dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
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Bab kedua

Bab ketiga

Bab keempat :

Bab kelima

10

penulisan serta sistematika penulisan/

komposisi bab.

: merupakan tinjauan pustaka yang mencakup

pengertian dan penjelasan dari hal yang
melatarbelakangi timbulnya praktek flag
of cenvenience serta uraian tentang praktek

pendaftaran kapal di Indonesia.

: berisi metode penelitian yang berasal dari

penelitian kepustakaan.

merupakan pembahasan dan analisis masalah
dari implikasi praktek flag of convenience
serta konvensi PEB tahun 1986 dalam upayanya
mengisi kekosongan yang menimbulkan praktek

EErSEbut.

: merupakan bab terakhir yang terdiri dari

simpulan dan saran.




—~ LT o o M -

S e -l ol N S T e b Tt

11

B A B 1 I .:.;‘.".":;..____.
¥ e '-1‘-“'“"&,
A TP
TINJAUAN PUSTAKA e “TA
A2 MRy
PR 71 Y N Y
55 ’ﬁ'w?ﬁ £
PENGERTIAN DAN PENJELASAN gﬁiw %ﬁﬂ%g > i

2.1. PENGERTIAN FLAG OF CONVENIENCE i

Dalam setiap penulisan kerapkali masalah arti dan
maknadarisuatuistilahy&ngdipakaiseringdipartanyakan.
Lazimnya dalam menjelaskan, arti pertama ditujukan pada
arti harfiah dan kemudian ditingkatkan menjadi sebuah

makna atau arti konsepsionalnya.

Flag of convenience terdiri dari 2 kata yaitu flag
Yang berarti bendera dan convenience Yang berarti untuk
mudahnya. Jadi flag of convenience secara harfiah
berarti bendera kemudahan. Secara konseptual flag of
convenience menggambarkan suaty hubungan dimana sebuah
negara menawarkan tanda kebangsaannya kepada kapal-
kapal asing dengan svarat yang ringan. Meskipun demikian
sampal saat ini belum ada definisi tentang flag of
convenience yang diterima secara’ umum. Berdasarkan
laporan ROCHDALE seperti yang dikemukakan pada tahun
1970, Jjuga mengakui sulitnya merumuskan definisi Wang
tepat untuk istilah itu. Laporan tersebut berbunyi

“It is not easy to provide a simple definition of
flagof cnnveniencewhicheffeativelyencampasa—

es their significance and characteristics~l)

1]. Comnittes of Inquiry Into Shipping, Lendse, HMSD, 1950, oM 4137, diluelp cleh SEORGE C.
FASOULIDES, Hal. 544 dalam HUALA ADOLT, Flag of Convenience, FRO JUSTITIA tahun IX Mo, 1 Januari
1391, Hal. 5i.
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Secara teknis definisi dari flag of convenience
tergantung pada konsep-konsep vaitu hubungan yang sungguh-
sungguh (genuine link) dan pengawasan yang efektif. Kedua hal
inisangatsulituntukdiartikanfditafsirkan.Suatupﬁnelitian
oleh UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Develop-
ment) 'menggarisbawahi masalah identifikasi ini dengan

memberikan 2 pertanyaan 2)

a.Apakah kontrol yang effektif membuktikan adanya

hubungan yang sungguh-sungguh, atau

b.Dapatkah hubungan yang sungguh-sungguh {genuine
link) didefiﬁisikan dalam hubungan dengan

kepemilikan/kewarganegaraan dari awak kapalnya.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi maka flag of
convenience menurut XK. GRUNDEY 3) adalah

"The flag of a State whose government sees regis-
Lration not as a procedure necessary in arder to
impose sovereignty and hence control over its
shipping, but as a service which can be sold to
foreign ship owners wishing to escape the fiscal
or other consequences of registration under their
own flags.”

Yang diartikan kurang lebih bahwa flag of convenience
adalah bendera dari suatu negara dimana pemerintahnya
melihat bahwa pendaftaran bukanlah suatu yang sangat
penting guna menentukan kekuasaan dan pengawasan terhadap

kapal tersebut, tetapi sebagai suatu jasa vyang dapat

2). W.E. BUTLER, The Law of The Sea and Internatisnal Shipping : RNGLO - SOVIET POST
= UNCLOS FERSFECTIVES, OCEANA PUBLICATION, L1985, Hal. 414
5}. IBID, Hal. 415-41s.
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dijual pada pemilik kapal asing vang ingin menghindari
kewajiban fiskal atau konsekuensi-konsekuensi lain di
bawah benderanya sendiri. Hal tersebut juga sama dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh DOGANIS dan
METAXAS, bahwa apa yang diupavakan oleh penulis guna
mendefinisikan negara-negara open registry yaitu dengan
menitikberatkan pada aspek-aspek ekonomi saja. Seperti
bahwa bentuk umum vyang mengikat negara-negara yang
memberikan pendaftaran kapalnva adalah kondisi-kondisi
prefensial yang menjamin pemilik-pemilik kapal
mendaftarkan kapalnya guna menghindari

a.Kewajiban keuangan

b.Sifat-sifattknlpersyaratan“persyaratan;mrkapalan
apablla kapal-kapal tersebut didaftarkan di
ne;aranya.qb

B.N. METAXAS juga mendefinisikan flag of convenience
sebagai

i flag of convenience may be defined as
national flags of those states with whom ship
owners is in order teo aveid, firstly, fiscal
obligation, and secondly, the conditions and
terms of employment or factors of production that
would have been applicable of their tonnage was

entered in the register of their own compa-
nies."

Lebih lanjut lagi inti ekonomi dari pendaftaran
kapal telah dikupas oleh penulis-penulis Soviet berdasarkan

analisa-analisa :

41. R. 5. DOGANIS AND D.N. HETAXAS, THE IMPPACT OF FLAG OONVEWIEWCE, RESEARCH REPORT MO, 3 dikurip
cleh G.5, EGIYAN dalam FLAG OF COKVEKIENCE OF OPEN REGISTEATION OF SHIFS, MARTHE BOLICY WOb. 14
Mo.2, Maret 1980, hal, 107

5b, B. METRHAS, SOME THOUGHTS O FLAG OF CONVENIEWCE, HARTTIME STUDIES AND HARKGEMENT II, dilutip
oleh GEORGE C. KASOULIDES, Hal. 72, WUALK ADCLF, Op. Cit, hal. 53.
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"The registration of ships under a flag of conven-
ience is a form of exporting capital, that is, the
rlacing of capital abroad and the flow to the country
of the real cowner of the increased wvalue ......
Registration under a flag eof convenience is not
merely a formal act changing the natienal applica-
Clon of a ship. The ship owner after such registra-
tion operates in accordance with the procedure
characteristic of the flag of convenience country
(nation taxation, level of earning of the crew,
social insurance, technical requirements for the
fleet) all flag of convenience countries establish
the lowe E taxes, incomes taxes being virtually not
levied.”

Dalam beberapa penelitian terdapat 15 faktor yang
menandai negara-negara “open registry”, tetapi 2 hal
yang menjadi faktor yang sangat khusus yaitu :

1.Kebebasan dari pajak pendapatan dan tidak

dikoentrolnya penggunaan keuangan.

2. Kemungkinan menyewa awak kapal dengan upah yang
rendah dan mengurangi jumlah mereka.'!

Jika kita melihat laporan dari panitia penyidik
perkapalan di bawah pimpinan LORD ROCHDALE maka terdapat
6 sifat utama dari negara-negara flag of convenience
yaitu

l.Negara tempat pendaftaran memberikan wewenang
pada warga negara asing untuk memiliki kapal-

kapal di bawah benderanya atau mengontrolnya.

E.Frasedurpendaftarmnataupenarikanpendaftarannya
mudah. Biasanya sebuah kapal dapat didaftar pada
salah satu konsulat di luar negeri.

6}. G. A. LEVIKOZ MEEZHOUNARCNTE MORKOE TORGOUCE SUDORHOOSTVO, 1978 hal. 74-78, dikurip
aleh G.5. EGIYAM. LOC CIT.

7]. E. OQSIEEE, FLAG OF CONVENIENCE = BRECENT DEVELOPMENT, AMERICAN JOUBMAL oOF
INTERNATIONAL LAW wol., LEXILI, 1572 dikutip oleh 5.5, ESIYAN, IBID.
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3. Pendapatan dari pengoperasian kapal tidak tunduk
pada pajak setempat, atau biaya bebannya sangat
rendah; biaya vyang dipungut biasanya biava
pendaftaran dan biaya tonase yang tidak begitu

besar.

4. Negara pendaftaran adalah suatu negara kecil yandg
tidak memerlukan semua tonase untuk didaftar
tetapipenerimaanyangsanqatkecildapatdiimhangi
oleh kapal wvyang berjumlah besar yang dapat

mempengaruhli pendapatan nasional dan neraca

pembayaran.

5. Pengawakan kapal oleh warga negara asing adalah
bebas dilakukan.

6. Negara tempat pendaftaran tidak mempunyai wewenang
baik secara administratif untuk memaksakan
peraturan nasional atau internasional berkenaan
dengan peraturan pelayaraﬁ, bahkan negara itu
Juga tidak mempunyai keinginan atau kekuasaan

gunalﬁenanasi.perusahaan—perusahaan;pelayaran.sl

Lebih lanjut terdapat 2 definisi flag of convenience
sepertl vyang dikeluarkan oleh EEC (European Economic

Community) shipping policy cpinion yaitu :

Definisi pertama berbunyi

A flag of convenience can be defined as a flag of any
country allowing the registration of foreign owned

] . REFORT OF COMMITTE OF INQUIRY INTO SHIPRING (THE ROCHDALE RERCRT) dikutip oleh
B.N, HETAXARS dalam FLAG OF COMVENIENCE, MARINE POLICY, Januari 19B1, hal. 54.
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and foreign controlled vessels under conditions
which for whatever reasons, are convenient and
cppnrtung for the persons who are registering the
v355&1s.]

Adapun bunyi definisi kedua adalah

A flag of convenience can be defined as the flag of
Such countries whose law allows - and indegd make
it easy - for the ships owned by foreign naticnals
of companies to fly those flags in contrast to tha
practice in the maritime countries where the right
te fly the national flag is subject to stringent
conditions and involves far reaching obliga-
tions.

Dari definisi-definisi vyang disebutkan di atas,
maka pada pokoknya kita dapat melihat bahwa alasan utama
praktek flag of convenience mengacu pada pertimbangan
kepentingan ekonomi bagi perusahaan pelayaran. Bagi
kapal yang berada di bawah pendaftaran terbuka dapat
dimiliki dan diawaki oleh pihak-pihak asing dengan biava
vang murah. Bahwa karena tingginya upah tenaga kerja
maritim dibeberapa negara tertentu misalnya Amerika
Serikat,sehinggamendnrungpemilik-pemilikkapalnEQara
itu meng-ibarkan bendera negara lain. Hal ini juga
diperoleh darihasil laporan vang dikeluarkan UNCTAD.
Eerdasarkanlaparandariauatustudinmngenaiperpajakan
di negara-negara pendaftaran terbuka, umumnya menyimpulkan
bahwa perpajakan muncul menjadi suatu faktoer minor yang
mempengaruhipﬂmilikkapalmengﬂpe:asikankapal-kapalnya
pada bendera-bendera pendaftaran terbukalll,

9]. BOCZEK, B.A, FLAG OF CONVENIEWCE, CAMRIDGE, MASS, 1962 hal, 2 dikutip cleh ERIC
ELLEN & DCNALD CAMPBELLL, INTERWATIONAL MARITIME FRAUD, SWEET AND MAMMWELL, 1%81
hal. &4.

10} . IBID.1hE.5

11}. HUALA ADOLF, OF CIT, hal. 50
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sedangkan biaya awak menjadi faktor mayor (yang utama)l2),

HamundeﬁikianadajuganEgarayangnmmangmenawarkan
benderanya pada kapal-kapal asing tetapi dengan syarat
yang lebih ketat. Praktek ini disebut sebagal gquasi flag
of convenience. Quasi flag of convenience sebagaimana
yang didefinisikan oleh DOGANIS dan METAXAS adalah 13) .

Register that offer some or all of tha advantages
of flag of convenience but do have a substansial
national reguirement for some of the shipping
registered under their flag.

“Sistem pendaftaran yang menawarkan sebagian atau
semua keuntungan dari flag of convenience tetapi
yang sesungguhnya mempunyai persyaratan yang
mendasar terhadap beberapa pendaftaran di bawah
bendera mereka.”

Sebagai penutup maka dapat kita lihat definisi tentang
pendaftaran terbuka bagi kapal-kapal yang telah ditetapkan
dalam konvensi PEB tentang pendaftaran kapal tahun 1984
yaitu

A State of open registratien means any State
which does not regquire that its citizens directly
or through share participation in the capital of
any Jeint - stock society be the owners or
characters of a vessel without a crew or otherwise
have responsibility for the operation of a ship
registered in that State,®l4)

12}. H.W. WEFERS BETTIMK, SUPRA, hal. 74, WUALR RDOLF, IBID

13). R. DOGANIS AND B.N. METAWAS, THE IMPACT OF FLAG OF COMVENIENCE, W.E. BUTLER, OF
CIT. hal. 415

14}. UNCTAD TD/RS/CONF/10/ADD. 1 dal. 5, G.5. EGIYAN, OF CIT, Hal. 1DA
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2.2. SEJARAH PERTUMBUHAN FLAG OF CONVENIENCE

Sejarah praktek flag of convenience dapat dikatakan

sudah seumur negara-negara nasional modern.

Sebagai contoh pertama, pada abad 18 kapal-kapal
yang berkaitan dengan kepentingan Perancis dan berdagang
di semenanjung Peloponnesia berlayar di bawah bendera
Perancis. Begitu pula dengan kapal-kapal dari Genoa yang
berdagang di wilayah itu turut menggunakan bendera
Ferancis. Dikemudian hari ketika Perancis memperluas
konsulernya dan meningkatkan jumlah iuran, kapal-kapal
dari Genca ini berpindah dengan menggunakan bendera
Austria. Bendera Austria ini Juga digunakan oleh

beberapa kapal Napoli yang berdagang di pantai selatan
Yunani pada waktu itu.

Lebih lanjut terdapat bukti vang mendukung bahwa
beberapa kapal menggantikan benderanya dengan bendera
lainselamadalamperjalanan.Kapal—kapalGennamﬁnaikkan
bendera Inggris sebelum memasuki teluk Corinth. Hal imi
sesual dengan kebijaksanaan yvang dikeluarkan oleh konsul
Inggris di Patras yang bertujuan guna menempatkan kapal-
kapal di bawah perlindungan bendera Inggris guna

menetralkan dominasi Perancis di wilayah Peloponnesia.

Selama pertengahan abad 18 kapal-kapal Yunani juga turut
menggunakan bendera Turki. Sekalipun gleh perjanjian KIOUTSOUEK
- KAINARZI yang ditandatangani pada 21 July 1774, Yunani
berhak menggunakan bendera Pusia, selain itu bendera Malta

juga digunakan oleh kapal-kapal Yunani.
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Contoh lainnya pada tahun 1760 dan 1770 pemilik-
pemilik kapal utamanya orang Irlandia yang berdiam di
Inggris, berlayvar dengan menggunakan bendera Perancis.
Femilik-pemilik kapal Inggris pada pertengahan abad 19

juga turut berlayar dengan menggunakan bendera Norwegia.

Fenggunaan bendera negara lain oleh suatu kapal juga
dapat disebabkan guna menghindari ketentuan hukum dari
negara pemilik kapal. Ini dapat dilihat pada kasus di
Amerika Serikat, dimana pada awal tahun 1920 dikeluarkan
larangan guna mengangkut minuman keras pada kapalﬂkapal.
¥ang berbendera negara itu, guna menghindarinya maka 2
kapal berbendera BAmerika Serikat yaitu Resolute dan
Reliance mendaftarkan kapalnya di Panama dan berlayar

dengan menggunakan bendera negara tersebut.

Pada akhir Perang Dunia I fenomena penggunaan

bendera-bendera negara lain sleh suatu kapal semakin

berkembang. Dimana negara-negara tertentu yang bukan

merupakan negara maritim utamanya Panama, Liberia dan
Honduras yang dikenal dengan nama Pan Lib Hon mulai
mendaftarkan kapal-kapal asing di bawah benderanvya. 15)
Meqaranneqaratersehutmenyewakanbenderanyapadakapal—
kapal dagang asing dengan pembayaran tertentu, dan
membatasi hanya untuk mendapatkan kebangsaan setelah
diperkuat ocleh dekumen-dokumen tertentu yang menggambarkan
hubungan yang minimal dari kapal itu dengan negara

benderanya masing-masing.

15] . HUALA RDOLF, OPF CIT, HAL. 49
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Setelah itu semakin banyak negara berkembang yang
mulai menawarkan benderanya pada kapal-kapal asing
termasuk Lebanon, Singapura, Syprus, Bahama dan Bermuda.

Terdapat 17 yang dikategorikan sebagal negara flag of
convenience atau quasi flag of EGHVEHiEﬂEE;IE; negara-

negara tersebut vaitu

l.Liberia 10. Lebanon

Z2.Panama 11. Seychelles
3.8ingapura 12. Cayman Isle

4 .S5yprus 13. Maldive Isle
5.5omalia 14. Nederland Antilleskh
&.Bermuda 15. Malta

7.Bahama 16. Oman

8 .Hondura 17. Hongkong

8.Cosa Rica

Tidak dapat dipungkiri bahwa andil armada-armada
negara open registry bagi total bebot mati tonase di
dunia terus mengalami peningkatan dari 6 % di awal tahun
1350 menjadi 20 &% di akhir tahun 1960 dan meningkat

menjadi 1/3 total bobot mati tonase dunia di tahun
1977.17)

Semakin suburnya praktek ini dilatarbelakangi oleh
faktor ekonomi, dimana dengan menggunakan bendera negara
lain di atas kapalnya dapat menekan biaya pengoperasian
sehingga dapat bersaing secara internasional.

18] . ERIC ELEEN & DOMALD CAMPRELL, OF CIT Hal. &4
17) . BERNHARD J. ABRAHAMSSON, International Ocean Shipping : Current Concepts and
Principles, WESTVIEW PRESS, BOULLDER, COLOBRADO, 1944, hal. 132,
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Berikut ini merupakan negara asal pemilik kapal

disertai total bobot mati tonasenya yvaitu :

Amerika Serikat 67.376 juta ton
Yunani 40.666 juta ton
Hongkong 33.304 juta ton ;
Jepang 18.105 juta tonl®)

Gunanmmhandingkanprakteknpenrﬁgistrycﬁ.heberapa
negara maka kita perlu melihat ketentuan-ketentuan
serta praktek dari beberapa negara tersebut utamanya

Liberia, Panama, Honduras, Bahama serta Syprus.

2.2.1. Praktek Open Registry di Panama

Perundang-undangan di Panama memberikan hak bagi
rerusahaan dan pemilik kapal asing guna mendaftarkan
kapal-kapal di bawah benderanya. Menurut undang-undang
perburuhan Panama tahun 1972 pada pasal 226 menentukan
bahwa untuk sebuah kapal yang berada di bawah benderas
Panama harus mempunyai tidak kurang dari 10% awak
kapalnya berkewarganegaraan Panama, atau erang asing
yang menikah dengan warganegara Panama =serta bertempat

tinggal di Panama.

2.2.2. Praktek Open Registry di Liberia

- Sesual peraturan perundang-undangan di Liberia maka
kapal yang bertonase di atas 1600 ton dapat didaftar di

Liberia hanya jika pemiliknya warga negara Liberia atau

18} . ERIC ELLEN & DOMALD CRMPBELL, OF CIT, Hal. 5.
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perusahaan tersebut didirikan dan didaftarkan di
Liberia. Namun demikian dalam kenyataannya tidaklah
demikian. Peraturan di Liberia Juga tidak memuat
persyaratan—persya:atantentangpartiaipaaiWErganegara
Liberia dalam mocdal/saham dari perusahaan pelavyaran
tersebut. Oleh karena itu partisipasi warga negara dalam
pembagian modal sebagal salah satu unsur genuine link -
guna memenuhi syarat untuk mendapatkan kebsvgsaan pada

suatu kapal tidaklah diharuskan.

Armada-armada berbendera Liberia terdiri dari kapal

besar seperti tanker minyak dan kapal barang.

2.2.3. Praktek Open Registry di Honduras

Undang=-undang Honduras tentang perdagangan maritim
nasional tahun 1943 4Yuga tidak melarang pendaftaran

kapal asing di bawah benderanya. Menurut pasal 4 ayat
219}

“All ships, respective of tonnage, belonging to
individuals or companies who have their residence
in Honduras. Whether of Honduran or foreign
nationality, shall receive Honduran nationality
and shall be registered in the ships register if
they are regularly in Honduran water or if it is
desirable that such ships be registered in the
ports of Honduras”.

Peraturan Honduras juga mengizinkan kapal=kapal di

bawah benderanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 %

orang asing.

1%). 5.%. EGIYAN, oP cIT Hal. 109
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2.2.4. Peraktek Open Registry di Bahama

Peraturan yang utama dari pemerintah Bahama tentang
Prosedur pengaturan pendaftaran kapal di bawah bendera
nasionalnya dibuat pada tahun 1976 dan dirubah pada tahun
18382, Undang-undang ini tidak menentukan syarat-syarat
tertentu yang berhubungan dengan kepemilikan kapal oleh
warga negara setempat atau partisipasi mereka dalam
kepemilikan itu. Kapal-kapal yang berada dalam kepemilikan
itu. Kapal-kapal vang berada dalam kepemilikan asing
tanpa memandang kewarganegaraan mereka ataupun tempat
pendaftaran dapat didaftar disana tanpa kesulitan.
Menurut ketentuan di Bahama kapal dengan berat 1600 ton
serta berkecepatan 500 mil per hari harus mempunyai
nahkoda, perwira kapal kelas I, II dan III dan juga
mekanik I, II, dan III vang kualifikasi sertifikatnya
dikeluarkan oleh departemen perhubungan Bahama. Namun
terdapat Jjuga tindakan pengamarnan dimana kategori
personil vyang diterima diberi 1lisensi berdasarkan
sertifikat asing yang diakui di Bahama. Juga tidak ada
persyaratan/kualifikasi tertentu bagi awak kapal kecuali
juru masak yang harus mempunyai sertifikat khusus yang

diakui oleh pemerintahan Bahama.
2.2.5. Praktek Open Registry di Syprus

Berbeda dengan Liberia, Panama, Honduras serta Bahama,
maka Syprus menerapkan peraturan yvang lebih ketat menyangkut
unsur-unsur genuine link seperti kepemilikan kapal atau

pembagian modal perusahaan pelayaran serta pengelolaan
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perusahaan tersebut. Menurut undang-undang, tahun 1963
tentang kapal dagang, sebuah kapal dapat didaftarkan di
Syprus apabila

- lebih dari separuh sahamnya dimiliki warga negara
Syprus.

z Perusahaan yang dibentuk dengan kantor-kantor
pendaftaran di Syprus atau oleh sebuah perusahaan
yang bercperasi diluar negeri tetapi dikontrol
atau di bawah pengawasan Syprus.

Dalammasalah terakhir ini pengawasan oleh pemerintah
SYprus sangat diperlukan. Peraturan pemerintah SYprus
menetapkan salah seorang warganya sebagai direktur dari
perusahaan itu, juga bahwa perusahaan melarang/membatasi
dikeluarkannya pemegang saham.

Bagi awak kapal peraturan Syprus mengandung syarat-
syarat yang bebas. Hanya 15 % dari awak kapal yang harus
merupakan warga negara Syprus. Meskipun demikian Jika
persyaratan ini tidak dipenuhi, pemilik kapal harus
membayar 1 pound Syprus per bulan untuk tiap awak kapal
yang bukan warga negara Syprus.

Dari ketentuan-ketentuan vyang dikeluarkan oleh
kelima negara dalam uraian di atas, maka dapat dilihat
bahwa ketentuan-ketentuan itu saling berbeda satu sama

laimn.

2.3. PRAKTEK PENDAFTARAN KAPAL DI INDONESIA

Sebagail langkah awal guna mendapatkan tanda kebangsaan
Indonesia maka kapal vyang hendak didaftarkan di

Indonesia harus melalui prosedur vyang berlaku di
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Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Indonesia maka peraturan yang diperlukan berdasarkan
pasal IT Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengatakan bahwa : segala badan negara dan peraturan yang
ada masih berlaku, selama belum diadakan Yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini; dengan demikian di
Indonesia masih berlaku Peraturan produk zaman kelonial
pemerintah Hindia Belanda. Pasa]l 311 kitab undang-undang
hukum perniagaan menyebutkan kapal Indonesia adalah
kapal yang dianggap demikian dalam firman raja Belanda.
Mengenai surat-surat laut dan surat-surat kapal
{ZEEBRIEVEN EN SCHEEPSPASSEN-BESLUIT 1934} termuat
dalam STAATBLAD 1934-78 yo 1935-565 Yang mulai berlaku

pada tanggal 1 Desember 1935,

Ketentuan mengenai Kapal Indonesia dimuat dalam
pasal 2 ayat 1 dari undang-undang di atas yang menyebutkan

kapal Indonesia?V!
a.pemiliknya adalah seorang atau lebih WNI, atau

b.untuk dua pertiga dimiliki oleh WNI secrang ataun
lebih dan untuk sepertiga bagian oleh secrang

atau lebih penduduk Indonesia.
Pemegang bukunya haruslah WNI yang bermukim di

Indonesia.

20). R. WIRJOND PRODIODINGRO. Hukum Laut Bagl Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hal. 2B
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_ Seperti Yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa
tujuan Pendaftaranp kapal adalah untuk memperoleh suatu
tanda kebangsaan kapal, dan ini perlu supaya kapal yang
diberi tanda kebangsaan itu, memiliki wewenang guna

mengll'::arkan bendera kebangsaan, Yang di Indonesia adalah
bendera merah putih.Z21)

Guna mendapatkan tanda kebangsaan ada syarat atau
prosedur yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut
dibagi atas Syarat-syarat material dan syarat-syarat

formil.

Yang dimaksud dengan syarat-syarat materiil ialah
seperti ada vang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Stb 1934-

78, yang menyebutkan bahwa kapal itu harus dimiliki
a. Seorang atau lebih WNI, atau

b. Oleh dua pertiga bagian oleh secrang atau lebih
penduduk Indonesia, dengan syarat bahwa pemegang

buku dari kapal tersebut, haruslah seorang WNI

yang berdiam di Indonesia.

Sedangkan untuk syarat-syarat formil wyang harus
dipenuhi adalah bahwa pemilik kapal harus memiliki tanda

kebangsaan seperti yang ditentukan oleh pasal 3 ayat 15th
1934-78, yang mencantumkan :22)

1. Surat laut, vaitu surat yang dapat diberikan pada kapal

laut vang berukuran brute lebih dari 500 m3,

-

). R , Hukum Peckapalan Indomesia, Diam Rakyat, Yegyakarta, 1381, Hal. 14

22] 1IBID hal. 55 - S5E6.
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Dengan ke 4 macam surat tersebut yaitu surat laut,
surat pas kapal (pas tahunan dan pas kecil) surat laut
sementara serta surat izin sementara dapat dikatakan
bahwa' kapal itu telah memiliki tanda kebangsaan kapal,
yaitu-tanda kebangsaan Indonesia sehingga kapal-kapal

tEEEEbUt I:Ermaﬂ'l.l]{ dalﬂm armada 1aut bErkebangsaan

Indonesia.

Menurut pasal 7 ayat 1 ZEEBRIEVEN - EN SCHEEPSPASSEN
BESLUIT 1934 bahwa kapal laut yang memegang salah satu
dari ke 4 macam surat tadi, berhak memakai bendera laut

Indonesia.

Mengenai pengecualiannya diatur dalam pasal 7
ayat 2 vang menetapkan bahwa apabila suatu kapal
Indonesia diserahkan kepada orang ketiga untuk dipakai
seluruhnya atau sebagian dalam pelayvaran dekat pantai
Indonesia, maka kapal tersebut hanya dapat dianggap
tetap mempunyail kedudukan selaku kapal Indonesia, jika
orang ketiga tersebut memenuhi persyaratan dari pasal 2

aturan ini tentang kewarganegaraan Indonesia dan tentang

penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia dapat pula menolak suatu

permohonan pemberian tanda kebangsaan Indonesia. Tentang
penolakan pemberian tanda kebangsaan ini diatur dalam

pasal 8 ZEEBRIEVEN - EN SCHEEPSPASSEN BESLUIT 1934, yang
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dan Fﬂng bukan }:apal nelayan atanu kapai PEEiEI.

2.Pas kapal, yaitu tands yvang dapat diberikan pada
kapal laut, masing-masing 2 jenis

a.Pas tahunan yaitu surat yang diberikan pada
kapal laut berukuran 20 m3 atau lebih, akan
tetapi kurang dari 500 m3 dan kapal itu
bukanlah kapal nelavan atau kapal pesiar. Pas
ini diberikan untuk 1 tahun.

b.Pas kecil wyaitu surat yang diberikan bagi
kapal-kapal laut yvang berukuran bruto kurang
dari 20 m3, vyang 3juga diperuntukkan bagi
kapal-kapal nelayan, kapal-kapal pesiar. Pas
ini diberikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas, tetapi diberi semacam tanda oleh
petugas vang berwewenang (pasal 4 Sth 1934-

78]} .

3.5urat laut sementara adalah surat laut yang dapat
diberikan untuk suatu kapal wyang dibeli atau
diproduksi di luar negeri. Bila kapal itu sudah
herada dalam wilayah Indonesia, maka diganti

dengan surat laut.

Apabila surat laut sementara belum dapat diberikan,

tetapi kapal laut yang akan dibeli atau sedang dibangun

itu- akan dipakai untuk satu atau beberapa kali

maka kapal itu dapat diberl izin sementara

h seocrang pegawal Konsulat Republik

pelayaran,

untuk pelayaran ocle

Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal & ZEEBRIEVEN EN

SCHEEPSPASSEN BESLUIT 1534.




menetapkan bahwa :23)

1. Tanda kebangsaan Indonesia tidak akan diberikan

apabila kapal yang dimintakan tanda kebangsaan
tersebut, dilengkapi dengan sarana yang layaknya
sebuah kapal Perang; atau apabila dapat disangka
bahwa kapal tersebut akan diperlengkapi demikian
¥ang bertentangan dengan Sikap netral Indenesia

dalam peraturan pergaulan Indonesia.

2. Pemberian tanda kebangsaan juga akan ditolak
apabila menurut pemerintah yang berkompoten
(dalam hal ini menteri perhubungan) memandang

perlu demi kepentingan negara.

3. Permohonan akan ditolak apabila, si pemchon
hanya merupakan seocrang perantara saja untuk
orang lain, dimana orang lain tersebut memenuhi
syarat dari pasal 2 tentang kewarganegaraan
Indonesia atau kebangsaan Indonesia atau apabila

ternyata dalam badan hukum yang memchon tanda

kebangsaan itu, kekuasaan sebenarnya berada di

tangan orang TangtjdakTnmﬂwﬂuhiﬁydﬁﬁujﬁlaﬂﬂra

apabila kepengurusan badan hukum tersebut praktis

23). R. WIRJONO PRODJODIKORG, OF CIT Hal. 73
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di
E‘Egang GlEh Drang asing }rang bukan penduduk
Iﬂd{:nEE ia.

Akhirnya ditentukan, bahwa permchonan akan tanda
kebangsaan Indonesia bagi kapal yang seluruhnya
atau sebagian dipakai untuk pelayaran di dekat
pantal Indenesia dapat ditolak apabila pelayaran

Cersebut digunakan bukan untuk kepentingan Indo-

nesia.

Pada pasal 9 ayat 1 ZEEBRIEVEN - EN SCHEENESPASSEN

BESLUIT 1934 diatur tentang sebab-sebab gugurnya tanda

kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan Indonesia vang

digunakan pada sebuah kapal gugur apabila343

L 4

2.

=

q.

Kapalnya dirusak (gesloopt), musnah, dirusak,
diambil oleh pajak laut atau oleh musuh dalam
pEeperangan.

Kapalnya dipakai untuk pembajakan laut atau

pembajakan pantai, pembajakan sungai atau untuk

perdagangan budak belian.

Tanda kebangsaan lain diberikan pada kapal

rersepbut dan nahkoda kapal diberi kesempatan
untuk menerimanya.
sudah lewat waktu, untuk mana tanda kebangsaan

Indonesia itu diberikan.

24).

IBID,

hal. Th
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Retentuan pada pasal 9 ayat 1 pada point 3, juga

sesuali dengan ketentuan Pada pasal 92 ayat 2 KHLI/1982
yang menetapkan bahwa

s
L

*A ship wh;ﬂh sails under the flag of two or more
States, using them according to convenience may not
claim any of nationalities in gquestion with respect

toc any State, and may be assimilated to a ship
without nationality.”

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia tentang penggunaan bendera kapal sebagai tanda
kebangsaan, maka dapat dilihat bahwa peraturan di

Indonesia termasuk ketat dalam praktek pelaksanaannya.




BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagal langkah awal dalam proses penyelesaian

suatu karya ilmiah maka didahului dengan suatu penelitian,

dimana dalam

diperoleh data-data akurat

yang

o

penelitian terseput diharapkan dapat

yang relevan dengan masalah
akan dibahas.

Metode Penelitian Skripsi ini adalah

Menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu
bentuk penelitian yang didasarkan pada pengumpulan
bahan-bahan yang berasal darl studi kepustakaan
terhadap tulisan para ahli, konvensi-konvensi, dan

sebagainva.
Janis Data

Jenis data yang penulis percleh dalam penelitian

ini adalah:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis
yang berasal dari pengumpulan dokumen-dokumen yang

sda hubungannya dengan masalah yang penulis bahas.

Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan cara

deskriptif analisis dengan berupaya memberikan

gambaran mengenal apa yang terjadi serta bagalmana

memecahkannya berdasarkan data yang diperoleh.

Perihal Izin panelitian
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dimana dalam penelitian tersebut

SEbﬂ.gai lang}:ah

BAB III
METODE PENELITIAN
awal dalam proses penyelesaian

elitian,
diharapkan dapat

diperoleh data-data akurat vang relevan dengan masalah
yang akan dibahas.

2.1.

Metode Penelitian Skripsi ini adalah

Menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu
bentuk penelitian yang didasarkan pada pengumpulan
bahan-bahan yang berasal dari studi kepustakaan
terhadap tulisan para ahli, konvensi-konvensi, dan

sebagainva.
Jenis Data

Jenis data yang penulis percleh dalam penelitian

ini adalah:

Data sekunder vaitu data yang diperoleh penulis
yvang berasal dari pengumpulan dokumen-dokumen yang

ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas.

Analisa Data
Nalam menganalisa data penulis menggunakan cara

deskriptif analisis dengan berupaya memberikan

GaRbEFat mengenai apa yang terjadi serta bagaimana

memecahkannya berdasarkan data yang diperolebh.

Perihal Izin Penelitian

n Fakultas gukum UNHAS U.B Pembantu Dekan

surat Deka
IPT‘UQ.HJ.FH!N.ID.14419¢.

III No. 0739
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BAB TV

PEMBAHASAN DANM ANALISIS MASALAH

4.1. Pengaruh Yang Timbul Dari Praktek Flag Of Conve-

nience (Open Registry)

Praktek Flag Of Convenience tidak dapat dipungkiri
menimbulkan masalah yang serius bagi dunia pelayaran
internasional. Tidak adanya keharusan bagi pemilik kapal
untuk mengibarkan bendera bagi kapal sesuai dengan
kewarganegaraannva, sehingga memungkinkan pemilik kapal
dengan bebas memilih bendera kapal yang dianggap paling
menguntungkan berdasarkan berbagail pertimbangan. Pada
umumnya hal tersebut didasarkan pada kepentingan ekonomi
bagi perusahaan kapal, sehingga dengan demikian mereka

dapat bersaing pada tingkat internasional.

Seperti telah dikemukakan pada bak sebelumnya,
bahwa umumnya tempat pendaftaran guna mendapatkan
kebangsaan bagi kapal adalah tempat yang memberikan

keleluasan, sedangkan hukum nasional negeranya tidak

melarang dilakukannya praktek demikian. Umumnya alasan-

alasan yang mendasari pemilik kapal menggunakan bendera

dibawah flag of convenience yaitu:
1. cuna menghindari pembatasan = pembatasan secara
pnlitii terhadap kebebasan untuk berdagang.
2. Guna menghindari kekacauan/ketidak stabilan
. Gun I .
1itik atau resike lain dari tindakan pemerintah
politi

bagi dunia pelayaran.




.

T

- Guna menghindari Peraturan

2
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- Guna mengh i S
ghindari juran pendaftaran yang tinggi,

Falak dan kewajiban-kewajiban fiskal lain.
perburuhan nasional.
Gu

na mendapatkan awak Yang siap untuk berlayar.

Memudahkan untuk memperoleh pinjaman.

GunanmnghlndariPEHQEluaranterhadapkEselamatan
dan pemeliharaan.l!)

Jika dilihat dari alasan-alasan yang mendasari
pemilik kapal menggunakan bendera flag of convenience,

maka alasan-alasan ini sekaligus dapat kita lihat

membawa pengaruh yvang buruk pada sisi lainnya. Semua itu

dapat disimpulkan menjadi:

Tidak adanya pengawasan yang efektif oleh negara
bendera, kurangnya laporan tentang keselamatan,
kondisi awak kapal wyvang buruk, upah yang rendah

dan laporan polisi yang buruk.

Flag of convenience menawarkan persaingan yang

tidak sehat terhadap armada-armada dari negara-

negara lain.

Untuk mempercleh gambaran yang lebih jelas maka hal

di atas akan diuraikan secara terperincil.

4.1.1 Tidak =2

danya pengawasan Yang efektif oleh
negara bendera, kurangnya Lapasas:. Hantang
keselamatan, kondisi awak kapal yang EMERE:;
upah yang rendah dan laporan pelusi yang

buruk.

l. W.E. Butler. The law aof
perspectives, Qceand

the Sea and Intecnatienal shipping : Anglo. Soviet Post.Unclos

publication, 1985, Hal 416-317.




Tulisan inj
an inl mempertegas masalah tentang kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh negara-negara flag
of convenience. Lebih lanjut

L%

The fact is, You can’t expect small countries
whﬂ_gath?r 4 great deal of their revenue from
registering foreign ships to exercise strin-
gent control of those ships. They want that
revenve. They want those fees. If Panama
exercises strict control, the ships will run to
Liberia. If the Liberians do they go to
Malaysia”®. :

&'+ diuraikan 3!

Dengan demikian maka tidaklah dapat diharapkan
negara-negara flag of convenience untuk memperketat
peraturan serta standar-standar yang berlaku, karena
jika hal itu dilakukan maka pemilik kapal akan
mengalihkannya ke negara-negara lain. Minimnya
peraturan mengenai kelengkapan kapal menyebabkan
armada-armada flag of convenience dikenal dengan
tingkat kecelakaan yang tinggi, hal inl pada
gilirannya akan ‘mengakibatkan pelusi laut yang
serius. Sebagai contoh selama tahun 1975 dan 1576
tumpahan minyak di laut Yyang terjadi di Amerika
terﬁtamanya berasal dari kapal-kapal berbendera

asing, yaitu sebanyak 188.000 ton [Thn 1875] dan

200.000 Ton ({(di Tahun 1976) .

Kedua kecelakaan yang terjadi itu menimpa kapal
tanke¥ ™ Sansinena Yalg pecah menjadi 2 bagian )
dipelabuhan LOS Angeles :{ETﬁh serta kapal Argo
Merchant (1978) Yyang mengakibatkan pencemaran yang

U di pantai Timur Amerika gserikat. Kedua kapal
uas

tersebut herbendera

3. IBID.




Hal-hal

flag of convenience adalah tidak adanya pengawasan
yang efektif oleh negara bendera maka terdapat
sejumlah pemilik kapal yang menggunakan kesempatan
itu untUkﬁmEmPErkecilpengeluarandanqannmnggunakan
kapal-kapal yang tidak dapat diterima melalui
pendaftaran di negara vyang lain. Keadaan ini
dimungkinkan :. ... karena negara-negara flag of
canvenien;e tersebut merupakan negara kecil vang
tidakrmempunyai Wewenang guna memaksakan peraturan
nasional maupun internasional yang berkenaan dengan

peraturan pe-layaran.

Berkaitan dengan masalah pengawasan dan
pengaturan dari standar yvang minimumatas kapal di
bawah armada flag of cenvenience, menarlk untuk

dibaca tulisan dari David Merris Phillips yang

menyebut bahwa?!

“Flag of convenience, As Liberian and Panamian
registration are frequentlyter@miareselegt-
ed not because of any substantial connection
with the mnation of documentation, ;uch as
regular operation within its terrifﬂrlgl_wa—
ters, but in order to be subject ui minimal
regulation and and secures maximum Iax bene-

fite”

. i hant marine - An Asset
; foreign invesment 1o mMenc
Rasdaalnts aof :T;nternatiuﬁﬂl Lau Journal - YVal 11 Ho. 1

emadja dalam bunga rappal hubum lingkungan
1982. Hal, 178.

2. David Morris Bhilips,
or liability ro .5 intersts —;2::::
_ Winler 1578 dikutip oleh Eﬁ:;:ng
laut international. Alumni B3 i
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Sec 1
ara teknis kedua kecelakaan itu

dapat dihir ; _
ndari Seandainya pada tankés Sansinsis

di i
iperlengkapi dengan “gas inerting system® yang

relatif tidak begitu mahal, dan pada kapal Argo

Merchant terdapat alat perhubungan radic yang mampu
menentukan posisi kapal di laut untuk SEtat Aaih

[radic navigation device designed for long range
position fixing at sea].

Kejadian ini merupakan hal yang kontradiktif
karena sebetulnya di Amerika Serikat sudah ditetapkan
persyaratan vang keras dan terperinci menyangkut
keamanan pelayaran bagi kapal-kapal berbendera
Amerika Serikat. Namun karena kedua kapal itu
didaftarkan di Liberia vang tidak mempunyail keharusan
perlengkapan kapal maka kecelakan itu dapat terjadi.
Hukum di Amerika Serikat sendiri pada dasarnya tidak
melarang warga negaranya untuk membentuk perusahaan
herdasarkan hukum asing maupun untuk melakukan
pendaftaran kapal milik perusahaan di luar Amerika

Serikat dengan persyaratan sesual yang tercantumkan
dalam Restatement [second) of Conflict of Laws 332

A akibat yang timbul daril praktek pendaftaran

kapalﬂkapalkjpunyamﬂwarganﬂgaranyayanqdidafta:kan

pada negara lain akhirnya dirasakan oleh negara asal

kapal itu sendiril

pada saat terjadiny

{dalam hal inl Amerika Serikat)

a kecelakaan di kawasan laut

wilayahnya.
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Kecelakaa i
" lain yang terjadi adalan kecelakaan

Yyang menim
Pa  kapal tanker Amoco Cadiz vyang

dera Liber1 :
tia. Meskipun demikian kapal tersebut

seh Lm i i
enarnya dimiliki oleh Standard o0il Company yang
berlokasi di Indiana

berben

. Amerika Serikat. Tanker Amoco
Cadiz mengalami kecelakaan sewaktu m

Inggris,

enuju Shell,
Kecelakaan itu disebabkan oleh rusaknya
steering engine yang mengakibatkan tanker itu
kehilangan kendali. Kecelakaan vang terjadi pada
pertengahan Maret 1978, menyebabkan tumpahnya 140.000
ton minyak mentah ke laut.9%! Kejadian itu sekali
lagi menunjukkan ketidak pastian tentang peraturan-

peraturan yang digunakan serta prosedur-prosedurnya.

Selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan
oleh negara - bendera, maka hal lain yang dianggap
turut menyebabkan cukup tingginya kecelakaan pada
armada-armada flag of convenience adalah kurangnya
awak kapal yang terlatih. Conteh kasus ini adalah
kandasnya tanker Torrey Canyon yang berbobot mati

118.285 ton, pada bulan Maret tahun 1967. Kapal

tersebut terdampar di Seven Stones Reef di muka

pantai Inggris dan menyebabka
minyak mentah ke laut. Negera b
yang mengadakan peny

snya kapal tersebut sepen
dan bahwa kapal

n tumpahnya 30.000 ton
endera (dalam hal ini

) glidikan menemukan
Liberia)

bahwa kanda
oleh kelalaian

uhnya disebabkan

dari nahkoda,

bBesarta

LOTHMMENTS, AHERTCAN

e
: RECENT DEVE
4). EBERE OSIEKE, FLAG, OF COMVENIENCE :EzﬁzEjEI
JOURMAL LAW, VOL.73, oKTCBER 1579 .




rerlengkapannya her
a [ - W
Pa dalam kondisgi sempurna serta

berfungsi normaj.

Kandasnya Torrey -Canyon ini

" : F }.

dalam menciptakan Peraturan-peraturan guna mengatur
tumpahnya minyak di laut.

Yralan mengenai kecelakaan-kecelakaan vyang =

terjadi pada armada flag of convenience di atas
sekaligus juga menunjukkan tentang laporan polusi
vang buruk ﬁada kegiatan dari armada flag of

convenience,

Hal lainnya yang menimbulkan kritik bagi praktek
flag of convenience yaitu yang menyangkut keondisi
kerja; jaminan sosial serta upah yang rendah pada
kapal-kapal tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa untuk meng @lakkan diri dari ketentuan-

ketentuan perburuhan sehubungan dengan tingkat upah

para pelaut yang memang tinggi di negaranya sendiri,

Akhirnya membuat mereka lari pada pendaftaran

i ka dapat menekan
asing. Dengan pengelakan 1tu, mMEerexs P

biaya operasi yang membuat mereka dapat bersaing.
Sebagai perbandingan sebuah bulk c¢arrier

adang yand herbendera Liberia dengan
s

berukuran
saan Hongkeng menerima bavaran

awak herkebang
5 220 poo - % EEG.UDUItahun,pembayaran itu
sebesar %

tetap dan tunjangan lainnya. Sementara
-

termasuk gaji




untuk .jenis kapal Yang

g Sama dengan bendera
Inggris & < _awak

_ herkebangsaan Inggris pula
menerima pembayaran sebesar 5 300000 - $ 350.000/

tahun. Upah bagi awak kapal berbenders EABasLa

tidak sebanding dengan beban kerda mersks karena

jumlah awak kerja di atas kapal itu di bawvah standar
Yang ditEtapkan_

. Menurut laporan federasi pengawasan perkapalan
Amerika Serikat (The Federation of American Con-
trolled Shipping/facs) sebuah kapal tanker atau
bulk carrier yang berbendera ARmerika Serikat dengan
standar 32 awak menerima upah total % 1.750.000/
Itahun sedangkan untuk jenis kapal vang sama dengan
awak berkebangsaan Italia mendapat upah § 545.000 -
$ 595.0000/tahun dan uwntuk jenis kapal yang sama

pula tetapi diawaki eleh 30 awak berkebangsaan

Philipina mendapat upah sebesar § 240.000/tahun. 2}

Keadaan ini merupakan hal yang kurang baik

jika dilibhat dari segl perburuhan dan keselamatan

awalk.

Menyangkut masalah pencegahan dan penanganan
polusi di laut serta langkah-langkah yang ditemmpuh

kondisi kerija, jaminan sosial

mperbaiki ih 3
guna memp ¢ akan dibahas lebih jauh

serta upah dari pekerja lau

pada bagian selanjutnya-

5}.

IBID, Hal. 611




Pada akhi
LINya semua keadaan itu menyebabkan

timbulnya Persaingan Yang tidak adil. Dengan
segal i
gala kemudahan yang di tawarkan oleh negara

pendera, maka pemilik-pemilik kapal asing lebih

suka mengibarkan bendera tersebut. Sebagai
akibatnya maka negara-negara yang tidak memberikan
fasilitas itu akan sulit untuk mengembangkan

armadanya.

Penentang dari praktek flag of convenience
juga banyak datang dari pekerja di bawah
benderanya sendiri maupun dari pekerja di dalam
negara maritim tradisional yang lapangan kerjanya
terancam dengan adanya pengalihan ke negara-

negara flag of convenience.

1.2 H&tentuan-ketentuanIhternasiunalHmnyangkutmmsalah

Pencemaran di Laut Oleh Kapal.

Dalam kurung waktu 30 tahun terakhir jumlah armada-
irmada flag of convenience LErus mengalami peningkatan,

yva kapal jenis tanker yang berpotensi

termasuk di dalamn

Jesar dalam hal terjadin
Diperkir

ya pencemaran di laut oleh

akan antara 70 sampai 100

tumpahan minyak pumi .

i diangkut setiap tahunnya, sedang

juta ton minyak bum




Pada konv
ensi Genewa tahup 1958 tentang Laut Lepas

hanya terda
y - Pat 2 ketentuan menyangkut masalah pencemaran
laut, sedangkan dalam Konvensi Hukum

' Laut Int

tersendiri vang berisi 45

al 8}, '
pas Walaupun demikian ketentuan-ketentuan ini

tidak _hegitu banyak menetapkan tindakan-tindakan kn::-nl:;it
yang harus dilakukan, tetapi lebih ber etujuan untuk
menciptakan suatu kerangka guna mglak.ﬁanakan perangkat-
perangkat konkrit. Ketentuan menyangkut keadaan umum
tercermin pada pasal 237 vang menyebutkan:

l. The provision of this part are without prejudice
to the specific cobligations assumed by states
under special conventions and agreements con-
cluded previously which relate to the protection
and preservation of the marine inveron ment and
to agreements which may be concluded in further-
ance of the general principles set forth in this

convention.

2. Specific obligations assumed by states under
special conventions, with respectt to the protec-
tion and preservation of the marine environment
chould be carried out in a manner consistent een
the general principles and objectives of this

convention.

Ini berarti bahwa xetentuan-ketentuan konvensl yang

berhubungan dengan perlindungan lingkungan laut tidak
kewajihan—kewajihan dari negara-

mEnqenyampinqkan .
konvensi- yonvensi dan persetujuans

negara melalul

persetujuan khusus.
(ED) Komvensi persacikatan
Konsorsivn I1mu Hukum Dep.

—

8. Alpert W. Koers,
Bangsa-Bangsa Tantang
P 5 K. Gajah Mada Press 1

¢ Eny E. Agdoes
guatu Ringkasan
23.

omar Kantaatmadjd
ii.ukum Lauk=
991, Hal.
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Pendekatanherdasarkanknnv
[<]

laut dimuat dalam pga 1 51 terhadap pen-cemaran
34 192 San -
Pal 196. Pendekatan

dasarnya adalah bahyg setiap n
e

dara diwajibkan untuk
ketentuan gap
internasional untuk mencegah

menetapkan ketentuan- Eaaid
Standar-standar

. + Mengurangi dan mengendalikan
pencemaran lingkungan laut untuk kapal-kapal

mendorong penetapan sistem Per-rute-an

serta
(Routeing Sys-
tEm!:yang.dlr&ngcang”“ntukhmnguxanqiancaman'kecelakaan

yang dapat menimbulkan pencemaran. Negara-negara bendera

harus menetapkan peraturan perundang-undangan bagi
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran
oleh kapal-kapal yang berkebangsaan mereka. Tindakan-
tindakan tersebut sedikitnya harus sama efektifnya
dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar

internasional vang diterima secara umum.

Mengenai yuridiksi khusus negera pantai atau negara

pelabuhan, ditetapkan bahwa. '/

A. Suatu negara, baik sendiri maupun bekerja sama dengan

negera lain, menetapkan persyaratan—p&rﬁyaratan khusus

untuk pencegahan pencemararn, sebagal suatu syarat

jhsatupelabuhannya,keperairan

pemberian akses ke sala
pantainya. Negera tersebut

atau ke terminal lepas

yaratan-persyaratan dan harus

harus mengumumkan Pers
3 ogrganilsas

Internasimnal Maritime crgani-
tegas dinyatakan

internasional yang
menyampaikannysa kepad i inte

kompeten (antara lalh
ini secara
zation). Kewenangan ini

—

1. 181D, Hal. 27 - 2B.

i
g — =



sebagal tanpa mEthSEmPiﬁgkan - 1 =i :'. S
211 (3)].

Di laut taritarialnya
r

SUatu hnegara i .
pantai dapat
menetapkan peraturap per ; .

undang-undangan untuk pen-
cegahan, pengu rangan

| dan pengendalian pencemaran
laut dari kapal asing,

Walaupun peraturan perundang-
undangan tersebut tidak boleh mengurangi hak lintas
damai [pasal 2i1 (4)]
Kewenangan suatu negara pantai di zona ekonpmi
ekslusif lebih terbatas. Untuk tujuan pelaksanaan/

penegakan, negara tersebut dapat menetapkan peraturan
perundang-undangan sepanjang sesuai dan merupakan
pelaksanaan ketentuaﬂﬂketeﬁtuan dan standar-standar
internasional vang diterima secara umum [pasal 211
(5)]1. Kewenangan ini akibatnya lebih terbatas: .-,

karena dibatasi hanva kepada penegakan Kketenfuan-

ketentuan dan standar-standar internasional dan
bukan ketentuan-ketentuan dan standar-standar nasional.

Bagaimanapun jika; ketentuan-ketentuan dan standar-

standar internasional yang diterima secara umum tidak
memadai untuk keadaan-keadaan khusus,__dan suatu
negara pantal mempunyal slasan vang kuat uz;::
menganggap bahwa suatu dasrah tertentu yang J

erah di zona ekonomi €
+indakan khusu

kslusifnya diperlukan

merupakan da s untuk mencegah

n- : :
penetapan tindaka i gapelab perkonsultasi

1
pencemaran dari kapats tersebut dapat

in, negars
dengan negara-—neqara lalf,




menyampaikan

int

: .
hanya setelaﬁ Crganisasi tersebut mEngﬂuykan
’ nEgﬂrﬂPant&idapatmﬂngamhiltindakan—
tindakan khusus pada daerah yang dipérsmalkan‘

Tindakah-tindakan tersebut harus ditujukan sebagai

penerapan darl ketentuan-ketentuan

keputusannya

dan standar-

standar internasional tersebut, dan mulai berlaku

setelah suatu waktu tertentu. Dalam keadaan apapun
negara pantai tidak dapat menetapkan persyaratan-
persyaratan mengenal desain, konstruksi, pengawakan

atau per- lengkapan kapal [pasal 211 (€)].

Pasal 217 menyangkut pemaksaan pentaatan oleh
suatu negara terhadap kapal-kapal yang menggunakan
kebangsaannya, yang mana tidak selalu merupakan hal yang

efektif. Negara-negara harus menjamin bahwa kapal-kapal

dan standar-standar internasicnal Yyang berlaku dan

A ah

pencemaran laut. Negera-

mengu i dan mengendalikan
N ' n untuk hal itu tanpa

negera bendera mempunyal kewajiba

a suatu aturanl dilang
jbarkan benderanya

gar. Mereka harus
nemandang diman
i

al_kapal Eaﬂg IFIEI'L'J
{ pila kapal-kapal
(khususnya

Benjamin bahwa kap tersebut mentaati

tidak berlayar kecual yang berhubungan

onal

Persya n inter-nasi
yarata Perlengkapand

an pengawakan] .
dengan design, kons truksis




smiliki sertifi
m tkat vyang diwajibkan di atas kapal
ahila sebuah o
hp kapal melanggar suatu ketentuan at
arcau

andar internasi

B asional, negara bendera baik atas prakar

X sa

a ]

sendiri ataupun permintaan negara lain harus melakuk
melakKukan

iksaan :
pemeriks segera, dan apabila diperlukan mengadakan

nuntutan hukum
pe  tanpa memandang di mana pelanggaran
terjadi.

Ketentuan-ketentuan dalam konvensi di .atas, baik
dalam konvensi Genewa 1958 maupun pada konvensi HukumLaut
1982, hanya menetapkan prinsip-prinsip pokok sehingga
masih diperlukan pengaturan Yyang lebih rinci - dan
terpadu. Pengaturan itu dilasanakan oleh Intergovern-=
mental Maritime consulative Organizastion [IMCO) yang
sekarang bernama Internasional Maritime grganization

(IMO) .

IMO merupakan badan khusus PBE yang mengurus masalah

maritim dan didirikan Péda tahun 1948. Dengan demikian

M0 dapat dikatakan =phagal peletak dasar dari usaha-

usaha perlindungan pericemaran 1aut. Bidang kerja IMO

yand perhuebungan dengan kelautan,

meliputi berbagai bidand
pi bidang

i knis-
yYang mencakup bidang teknis dan non te |
standarlt navigasi dan lain-

teknis IMO menetapkal stand

) netapkan heberapa
non teknls IMO: WRRE

lain dibidang yang meliputi

n )
I'-‘Erangkat pEﬂqatura perjanjianrpﬂrj El'l'l:lial'l

Perancangan konvensi~



pgrement), rekomendasi,

Adapun

ihasilkan oleh IMO, antara laip.8)

1.

10,
Tl .

caas in cases 0

1348

13,

14,

15

I--_-—-_

lrade Passanger ships:

Codes dap lain-lain.

konv - i :
ensi-konvensi internasisnal

yvang
International convention
at sea (SOLAS) 1948,
1974.

International re

gulations for preveting colli
at sea {Cnlrag] amanded 1972? i mons

International convention for the prevention of

pellution of the sea by oil {cilpol) 1954. As
Amanded 1962, '

The International convention for the prE?EnEiﬂn
pollution from ships, 1973

Cconvention on facilitation of international
maritime traffic, 1965,

The International convention on load lines 1966.

The Internatiﬂnalcunventinntnnnagemeasurement
of ships, 196%.

The International convention relating to Inter-
vention on the high sea in cases of oil poelluticn

cassualitles, 1969.

The International convention on ciwil liability-
. for oil pollution damage. 1969.

ThE:épecial tradepasaahgnrshipsagrement,1911_

high
to interuentlﬂn on the
T IElitEELine pﬂllutiun by subtance

other than oll. 1973.
The protocol oB gpace

for the safety of life
Amanded 1960, and lastly

requirements for special

: ting to civil
b 4 vention rela ;
The InternaLlﬂnﬂl Cnnd of maritime carriage of

i ak in the fiel
liability 1 1971 ]

materia rign =an the
nuclear ~national cunviﬂu;al iinn. ¥ab
The Intl—? T tof an fnterna 1971,
establishnme

for oil pulcuticn damage,

yention for safe contain-
I

Cﬂﬂnpensaticn -
The Internatlunal

ers, 1972.

=113
pina Ciptd: Bandung. gal. 21211

L. Mothtar Kusunaatmadja, Bund
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Mesklipun

erperinci na
E_: : MUN dapat kita lihst pah
regiatan IMO secara garis pe ahwa kegiatan-

A. Kegiatan-kegi
eglatan yang berhubungan dengan

~ pemelihar '
aan maritim dan efesiensi pelayaran

B. Kegi = ‘
giatan-kegiatan vyang berhubungan dengan

pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan
laut yang disebabkan oleh kapal-kapal serta

masalah-masalah yang berhubungan dengan hal itu.

c. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan
perkapalan serta kegiatan-kegiatan laut yang
perhubungan dengan itu khususnya mengenal bpantuan

dibidang teknis kepada negara-negara berkembandg.

Demikianlah sekelumit gambaran tentang usaha-usaha
menciptakan perlindungan dan pelestarian lingkungan

sebagaimana yang diatur dalam konvensi Genewa 1958 dan

konvensi Hukum Laut, 1982 maupull melalui organisasi

internasional yang berkompeten dalam hal ini ysitu IMO.

4.3.IL0 dalam usahanya memperbaiki kondisi kerja bagi

sonvenlience.

gundg sepelunnysa pahwa salah

Seperti sudah dising

itik dari xeberadaan flag of

sadi kr
satu hal yang menjé@ calah kondisi

menyangkﬂt o

convenience adalah yand
al serta upah yand

jaminan sosi

rendah

kerja, kurangnya

. [

9. Ihid, Hal. 212.1h8
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Meskipun tidak m

- embahas kmnvensi_kgnven 4
erperincl n si ;

e ? ¥ amun dapat kita e e ni secara
cegiatan IMO secara garis he dhwa keglatan-

.Pi'- g
v !

B. Kegi = i
glatan-kegiatan vyang berhubungan dengan

pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan
laut yang disebabkan oleh kapal-kapal serta

masalah-masalah yang berhubungan dengan hal itu.

C. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan
perkapalan serta kegiatan-kegiatan laut yang
berhubungan dengan itu khususnya mengenal bantuan

dibidang teknis kepada negara-negara berkembang.

Demikianlah sekelumit gambaran rentang usaha-usaha
menciptakan perlindungan dan pelestarian lingkungan
sebagaimana yang diatur dalam konvensi GenewWa 1958 dan

konvensi Hukum Laut, 1982 maupun melalul organisasi

internasional yang berkompeten dalam hal ini yaitu IMO-

4.3.IL0 dalam usahanya memperbaiki kondisi kerja bagl

awak di bawah flag of convenlence.

gung sgbelunnysa hahwa
rik dari xeberadaan flag of
salah kondisl

. salah

Seperti sudah dising
satu hal yang menjadi kel
menyangkut mMm&

convenience adalab yand
al serta upah yand

jaminan 5051

rendah

kerja, kurangnya

. e

9. Ihid. Hal. 212.1h8
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Sebagal s
g alah satu badan khusus PBR Yang menangani

pasalah perburuhan, ILO dengan kegiatan utamanya adalah

menbuat standar-standar perburuhan dan menyelenggarakan
serta mengkoordinir kerja sama teknik baik di el
internasional maupun regional. Standar-standar perburuhan
yang dihasilkan oleh ILO tersebut sampai sekarang tetap
dipakal sebagal pedoman dalam mengatasi masalah-masalah
perburuhan di masing-masing negara anggota organisasi.
pengan membuat standar-standar diharapkan dapat mem-

perbaiki kondisi kehidupan dan meningkatkan kesempatan
kerja.

Masalah serius yang timbul herkaitan dengan praktek

flag of convenience jni turut pula mendapat perhatlian

dari ILO. Sejak tahun 1933 dalam sidang ke 10 dari joint

maritime commision of the ILG, wakil-wakil darl grup

mengeluhkan masalah itu.

]{Erja laut {pelaut} eudah - "
i ' arer
Tetapi tidak didiskusikan lebih lanjut ole -
; ; hal imi Yyaltu
perlawanan dari grup penguﬁaha, dalam

ak ada spatu aturan pun yang

Pemilik kapal. Karenanya tid
~ha mengangga

p bahwa hal itu bukan

dibuat. Group pengus aﬂganﬂmfﬂkaadaLah

! 1am pand
Berupakan urusan dar? 1L0. D2
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satu negara ke negara lain

J i ;
maka hal tersebut merupak S terjadi kecelakaan
ari pemerintah dan

pokan ILO. B
aru setelah PD II maka diambil langkah yang

pen ti:_u; guna menanggul anginya

- Langkah-langkah penting yang diambil itu vyaitu

dikeluarkannya 2 rekomendasi dalam sidang ke 41 dari

International Labour Confrence pada tahun 1958. Kedua
rekomendasi itu adalah 10),

— E

-~ The social conditions and safety (seafarers)
reccomendation (No.108).

Rekomendasi No. 107 berisi himbauan terhadap negara
anggota supaya memperingatkan pelautnya agar lebih
berhati-hati untuk bergabung dengan kapal asing kecuali

jika peraturan dimana pelaut itu akan bergabung secara

umum sama dengan peraturan yang dipakal berdasarkan

an bersama dan peraturan menyangkut Jjaminan
arkan oleh organisasi

perjanil
adalah sesuai dengan yang dikelu
yang berwenang uantuk itu.

E;mgngingatkanfbahwa.dalanlkmnvensi

Rekomendasi No. 10
yebutkan harus

Genewa tahun 1958 tent
k” antara

ang Laub Lepas mel
kapal denganl kapal, dan

egara untuk mengambil langkah guna
al yang'menqiharkan

adanya “genuine 1in

mengharuskan setiap B e
' ¢ atas K&i

5 £ matan dl lau

e el Eespls mgnﬁasaknEGaratﬂmpatPEndaftaran

a

benderanfa,selanjﬂtﬂf

i Glb&
10) . EBERE OSIEKE, OF cIt, Hal
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satu negara ke negarg i

Jika 2 i
maka hal tersebut merupakan PUn terjadi kecelakaan

bukan ILO. Baru setelah P AR s pemerintah dan
D Il maka diﬂ .
mbil langkah yang

penting guna menanggulanginya

- Langkah-langkah pPenting vang diambil ity yvaitu

dikeluarkannya 2 rekomendasi dalam sidang ke 41 dari

Internaticnal Labour Confrence pada tahun 1958. Kedua
rekomendasi itu adalah 19},

- The Seafarers (foreign vessel :
(No. 107}. s} recomendation

- The social conditions and safety (seafarers)
reccomendation (No.l08).

Rekomendasi No. 107 berisi himbauan terhadap negara
anggota supaya memperingatkan pelautnya agar lebih

berhati-hati untuk bergabung dengan kapal asing kecuali

jika peraturan dimana pelaut itu akan bergabung secara

umum sama dengan peraturan yang dipakai berdasarkan

perjanjian bersama dan peraturan menyangkut jaminan

adalah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh organisasi

yang berwenang untuk itu.

dasi No. 108 mengingatkan bahwa dalam konvensi

t Lepas W
kapal dengal kapal, dan
gambil langkah guna

Rekomen
enyebutkan harus

1958 tentang Lau

ne 1link” antara
tuk mel

'knegaratempatpendaftaran

Genewa tahun

adanya “genui
etiap negara ub

matan dl laut 2

jutnya mendesa

mengharuskan s arkan
menjamin kesela

benderanva, salan

1 §16
18] . EBERE OSIEKE, OF CITr Hal.
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untuk menunaikan kewajipanp
yang efektif sertg ¥a da

4 kesejahteraan awak

pedoman bagi negara Al .;huat diharapkan menjadi
: Jota dalam

kebijaksan : rangka membuat
J aan soslal dan kEtEﬁaga kertam ) i

negara masing-masing. jaan nasional di

kapal. Rekomendasi vang

N ] -

ol omerreate Sitaesn amun demikian kedua rekomendasi
ak diterapkan sepenuhnya secara efektif

oleh sebagian besar negara anggota

Karenanya dalam sidang ke 62 pada bulan Oktcber 1976
dari konferensi buruh internasional, wakil-wakil dari
serikat pekerja meminta dibuatnya suatu instrumen Yyang
berlaku secara umum atau universal yang dapat mengikat

negara vang meratifikasinya. Konferensi itu menghasil-

kan 11) .

_~ International labour convention concerning min-
imum standards in merchant ship,

- Recomendation concerning the improvement of
standard in merchant ship.

memuat ketentuan dari rekomendasi

Konvensi ini
angkut tindakan

ketentuan tambahan meny
5 menjamin yuridiksi

barkan benderanya.

tahun 1958 serta
yang harus diambil oleh negala gun

yang efektif atas kapal Yand mengi
Negara yang meratifikasi juga diberikan wewenang untuk

mengadakan penyelidi}can dalam

Yang serius serta mEngambil langkah= )
d =

terhadap kapal dalam pelabuhal mere

hal terjadil kecelakaan
langkah atau tindakan

J——

. S

11}. 1gIp, Hal. 617



life, the final report

be made public~”, of such inquary normally to

Dengan el kian Neturet pasal ini jika terjadi Ikecelakaan

Flﬂ.l:l.a ]":E.Pal Yang didaftarkan di Wilayah L P T e

diadakan penyelidikan, terutama jika ada yang terluka

atau meninggal dan hasil dari penyelidikan itu lazimnya

harus diungkapkan pada umum:

Pasal 4 dari konvensi ini menyebutkan:

If a member which has ratified this convention
and in whose port a ship calls in the normal
course of its business or for operasional reasons
receives a complaint or obtains evidence that the
ship does not conform ta the standards of this
convention, after it has come inte force, 1t may
prepare a report addressed to the gmvernment_nf
the country in which the ship is registered, with
a copy to the directaor general of the
international labour office, and may take mea-
sures neccesary-_ Lo rectify any Cﬂﬂdltlﬂfﬁm on
hoard which are clearly hazardous to safety or

health.

ITn' taking guch measures, the member shall

+ maritime, consular
notify the neares
fﬂrzl}wjii?natcic renresentatlve of -the leﬁtgi?Ez
or dip £ ossible, have such repres :
and Ehillrltl. E-I;I.E-ll ok undreasonably detaln o
present.

delay the ship- wepmplaint®” means

: this
For the purpﬂsettzg by & member: of the crews a

i i ' i de union
ormation submi jation, a tra
Infox 1 body, 80 a.lssﬂ’: :n the safety of

in safety or
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Eglﬂﬁﬁﬂ!dﬂﬂg para de\egnﬁkhu Susnya yg
[ n

flag oI convenience telah berg ¥ terdaftar di bawah
erdj

; skus !
lebar mengenai pasal iny i secara panjang

. elegasi m

wa adal - enyatakan

bah alah tidak adil untyk Menyatakan negara-negar
A [ a

perkembang harus tunduk pada Pengawasan negara pelabuhan

dengan alasan bahwa standar scsia] dari kapal-kapal

mereka adalah lebih rendah dari ketentuan konvensi.
Kontrol negara pelabuhan dapat menyebabkan A SR sy
sosial dan menghambat secara serius usaha-usaha dari

negara berkembang untuk membangun industri-industri

perkapalan mereka.

Sebagai jawabannya, delegasi-delegasi lain menyatakan
hahwa ketentuan-ketentuan dari pasal 4 disusun untuk
melindungi awak kapal dan menyangkut kapal-kapal yang

persyaratannya di bawah standar kesehatan dan keselamatan,

sebagaimana vang ditentukan dalam konvensi. Persyaratan

mana menerapkan bahaya yang serius terhadap keselamatan

dapat dikatakan bhahwa ketentuan dari

pelayaran. Memang
u dalam hukum

merupakan suatu langkah bar

pasal ini bukan -
iap negara bertanggung Jjawab

internasional, karena s5et -
lam pelabuhan mereka, Sebagal

terhadap keselamatan di da -
4 rtanggung jawab untuk ikut

tambahan pejabat pelabuhan be
s bila jumlah a
innya kesel

wak kapal tidak cukup

Car )
ampur, umpamany _jéasiay Deuts

untuk memastikan terd Y
F g -tin
P i tindakan
ni beral
Dengan ketentuan? _esuai dengan ketentuan

harus
diamhil oleh tiap negers
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sglomessdong . para dﬂ'l&gér;l kKhususny,

¥Yan :
flag of conveniences telah pe o i panan

rdisk ,
lebar mengenai pasa] ini Usi secara panjang

del
bahwa adalah tidak agi] untuk g ©g9asi menyatakan
Enya

takan negara-n
bang h -
herkem 9 f1arus tunduk padas PEngawasan negara pelabuhan

denigan. almsan bahws standar Sasial. dges kapal-kapal

mereka adalah lebih rendah dari ketentuan konvensi

Kontrel negara pelabuhan dapat menyebabkan diskriminasi
sosial dan menghambat Secara serius usaha-usaha dari
negara berkembang untuk membangun industri-industri

perkapalan mereka,.

Sebagali jawabannya, delegasi-delegasi lain menyatakan
bahwa ketentuan-ketentuan dari pasal 4 disusun untuk
melindungi awak kapal dan menyangkut kapal-kapal yang
persyaratannya di bawah standar kesehatan dan keselamatan,

sebagaimana yang ditentukan dalam konvensl. Fersyaratan

mana menerapkan bahaya yang serius terhadap keselamatan

pelayaran. Memang dapat dikatakan babwa ketentuan dari

rasal ini bukan merupakan suatu langkah baru dalam hukum

tiap negara bertanggung Jjawab

internasional, karena Se .
elabuhan mereka, Sebagai

terhadap keselamatan di dalam p

tambahan pejabat pelabuhan.b&rtang
pila jumlah awak ka

minnya keselamatan di

qung jawab untuk ikuet
pal tidak cukup
Campur, umpamanya -

untuk memastikan terja

. Ed -tindakan yang
T rartl tindakan
an ini bera

Dengan ketentu

diambil oleh tiap ned

n
: dengan ketentua
us sesual

ara hal
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lebar mengenai pasal ini. eCara panjang

Beh
pahwa @adalah tidak adij y t ;:rapa Selagest menyatakan
ntuk men
vatakan
perkembang harus tun negara-negara
urnan

dengan alasan bahwa standar so0sial dari k

mereka adalah lebih rendah dari keteutuanai:i_kap?l
kontrol negara pelabuhan dapat menyebabkan diskri::::;
sosial dan menghambat secara serius usaha-usaha dari

negara berkembang untuk membangun industri-industri

perkapalan mereka.

Sebagai jawabannya, delegasi-delegasi lain menyatakan
hahwa ketentuan-ketentuan dari pasal 4 disusun untuk
melindungi awak kapal dan menyangkut kapal-kapal yang

persyaratannya di bawah standar kesehatan dan keselamatan,

sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi. Persyaratan

mana menerapkan bahaya yang serius terhadap keselamatan

pelayaran. Memang dapat dikatakan hahwa ketentuan dari

pasal ini bukan merupakan suatu langkah baru dalam hukum

internasional, karens =sptiap negara hertanggung jawab

dalam pelabuhan mereka, Sebagai

terhadap keselamatan di
pelabuhan bhertandd

jumlah awak ka
nnysa keselamatan di

ung jawab untuk ikut

tambahan pejabat
pal tidak cukup

campur, umpamanya D ila
laut.

untuk memastikan terjami
'ndakan*tindakan yang

an 1
Dengan ketentu ai dengan ketentuan

su
diambil oleh tiap negera harus s€
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lebar mengenai pasal injg Secara panjang

Beh
pahwa @adalah tidak adii unt TR faladesy menyatakan
Uk menyatak
An negara-negara

perkembang harus t
unduk pada Pengawasan negara pelabuh
uran

rol
Kont negara pelabuhan dapat menyebabkan diskriminasi
sosial dan menghambat secara serius usaha-usaha dari

negara berkembang untuk membangun industri-industri

perkapalan mereka.

Sebagal jawabannya, delegasi-delegasi lain menvatakan
hahwa ketentuan-ketentuan dari pasal 4 disusun untuk
melindungi awak kapal dan menyangkut kapal-kapal yang

persyaratannya di bawah standar kesehatan dan keselamatan,

sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi. Persyaratan

mana menerapkan bahaya yang serius terhadap keselamatan
pelayaran. Memang dapat dikatakan bahwa ketentuan dari

pasal ini bukan merupakan suatu langkah baru dalam hukum
internasional, karena seftiap negara bertanggung jawab
labuhan mereka, Sebagai

terhadap keselamatan di dalam pe
pelabuban hertangd

jumlah awak ka
nnya keselamatan di

ung jawab untuk ikut

tambahan pejabat
pal tidak cukup

Campur manya bila
pur, umpa Y -

untuk memastikan terjami

ini perarti tindakan-tindakan vang
1Tl

Dengan ke tentuan

diambil oleh tiap neder

a harus gesual dengan ketentuan
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kapal di dunia. '

P hlia. Sampai tanggal 15 Maret 1979 konvensi ini
telah diratifikasi oleh 6 negara. ke ¢ negara itu masing
masing Spanyol, Perancis, Norwegia, Finlandia dan
Belanda. 12) |

Akhir-akhir ini guna mensejajarkan diri dengan
ketentuan vang diterapkan oleh konvensi-konvensi
internasional, masalah rendahnya kondisi kerja, kurangnya
jaminan sosial serta upah yang rendah sudah makin
bertambah baik. Semua itu juga tidak terlepas dari hasil

kerja apa yang disebut wgertifikat biru”. sertifikat

biru merupakan sesuatu Yyang utama bagi kapal guna

penyesuaian diri dengan standar pekerja dan keselamatan

vang dikeluarkan oleb the International Transport

Workers Federation (ITWE) -

§ tentang persyaratan

4.4. Konvensi Genewa tahun 198

pendaftaran kapal
g ‘I;'_ElEIh diuraj‘k
pukum laut yaltu

an gsebelumnya pahwa kedua

Seperti yan si Genewa tahun

konven

konvensi mengenal
q gum Laut +ahun 1982 yang

1958 dan konvensi HU

e ______—-—-"_'
12). 1BID, Hal. 626
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]I'I_Eﬂqatur bEndEIa kapal m
EMuat

: k
begitu tegas, utamanya ®tentuan yang tidak

tentang pag
kapal dengan bendera

almana hubungan antara

an i
Yang diklbarkannya, sehingga

olgh konvensi FBB 1986 tentang persyaratan pendaftaran

kapal (United Nations Convention on Condition Ships)
Konfrensi ini diprakarsaj oleh badan khusus PBBE yaitu
United Nations Confrence on Trade

{UNCTAD) .

and Development

Dalam usahanya untuk mengembangkan dunia pelayaran
internasional serta meningkatkan partisipasi negara-
negara berkembang dalam dunia perkapalan internasional,
maka dalam sidang UNCTAD yang kelima tahun 1979 di Manila
telah disepakati untuk mengusahakan suatu keseragaman

yang berlaku secara universal dalam usaha menciptakan

genuine link (hubungan yang sunguh-sungguh) antara

negara bendera dengan kapal yang menggunakan bendera

iy,

Dengan dukungan UNCTAD maka diselenggarakan konferensi

1
PER bagian.keempat.tentanngEIEFﬂfﬂta“ Pendariazag haps

ngga 2 Pebruari 1986 di

pada tanggal 20 Januari 1986 hi
gian pertama dimula
Etelahlnelaiui empat

nsi ini pada tang
tersebut. Konvensi

i 5ejak bulan Juli

: - a
Genéwa. Sidang b persidangan yang

1984 di Genewa dan S gal 7 ' Pebruari

intensif, maka konfere

kanvensi
1986 berhasil meramPUﬂgkan

gerta 3 .pOARS

itu memuat 22 pasal



Pada konfrensj Lersebyt p
dari 109 negara di dunj,

disyahkannya konvensj itu

- Senegal (16 July 198§) = Algeria (24 Februari 1987)

I

Marcko (31 July 1986) = Mesir (3 Maret 1987)

Mexico (7 Agustus 1986) - Polandia (1 April 1987)

- Bolivia (18 Agustus 1986) - Pantai Gading (2 April 1987)
- Kamerun (29 Desember 1986) - Cekoslowakia (% April 1987)
- Indonesia (26 Januari 1987) - Libya (21 April 1987)

Uni Soviet (12 February 1987)

Hasil konfrensi tersebut, mengenal pendaftaran

kapal tertuang dalam pasal 11, yang sebagian besar sesuai

: son 44
dengan peraturan pendaftaran kapal di Indonesia I &,

1933-48. Adapun pasal 11 berbunyl:

] tablish a
registration shall s :
& ieqﬁﬂi D?fships? flying lts flag, which register

ined by a
' ned in a manner determine 2
gﬂaté gﬁdmi;ngsgfﬂmity'with the relevant provi
E' W
sion of this ~onventlion. )
laws and regqulations of a
hall be entered in this

here
the owner oI, W
f s so provide, the

] i the
ships entitled by
Staﬁe rg fly its flag 5

a
rEq.i-EtEI i—n sth;ndnarn;.egulatiﬂﬂ
naticonal Llaw

barebeoat —chartererl.

g0 JUSTITIA WO. 1 THN. IK,
= QS S
WU LAUT INTERK

13}, HUALA ADGLF, FLAG OF CONVENIENCE DALAH
JARUARY 1991, HAL. 48 poKESTA. FT-
1}, WARTINI SOEGENG, PENDAETARAN KAPAL
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Such reqi

1ls

fﬂllﬂwin?g: ter shall, tiit

A. The name °f alia, recorg
redqiq the 3 the

gistry if 4 ship arig

B. The pl ny; Previoy
and F'thac:e O port of § name and

the officiay oo tegistrat;
cat Clal ratio
ion of the shl?umbﬁr or mﬁrkn O name port

C. The internat: LB of identifi-
assiqned; ional Call Eign

D. The name °f the ship, if
Year of hu?,tidfihe builder, olac

E. The dEEcript-ng of the Eh‘ip; ¢ of build and
nhracteristicclnn ©f the main ¢+ .

F. Th 5 of the ship; echnical

£ name, Eddres5 B
I i : r & %
atlonality of the ﬂwnnd 45 approriate, the
and, unless Br or each of the ow
documen . Fecorded in an ner
t readily ac - other public
the flag Stater - o-°ible to the register in
G. The date of
deleti ;
previous registragigﬂ:ﬂftiyspﬂqslnn &F Ehe

H. The name, address and il
nationality of the bar has appropriatem the
national laws and re uletfat-cnartlerer where
registration of shi g ba ons provide for the

LiTHA R S LA J:Jfli‘s areboat-chartered-in;

R any m
similar changes upon th}r hPﬁtgagEE: on other
P e ship as stipulated by
national laws and regulations.

Furthermore, such register should also record:

A. If there is more than one owner, the proportion
of the ship owned by each;

BE. The name, address and, as appropriate. The
nationality of the operator, when the owner of
t+he bareboat charterer 18 not the operator.

Before entering a ship 1n its register of ships

2 State should assure it self that the previous

registration any, 18 deleted;

f a ship harebaat—cha;tered—in a

In the case © re itself that the right to fly

state is suspended.

sate should assu
the flag of the fo
Such registration s

rmer flad :
h'r.lall pe effected on production
o e indicating SUSPRRSiCL[icy"of the
registrations 2% regards nd indicating

te 4
former flag Sta
Sgigiiﬁgzistiﬁ}f any regigtered enCUBERRESE:
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dari konvensi ini.

Kapal-k
P apal yang berdasarkanp hukum-hukum dan

peraturan-peraturan Suatuy

mengibarkan benderanya,

fNegara berhak untuk
harus dimasukkan dalam reg=

ister ini atas nama pemilik atau pemilik, bila diatur

oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan nasicnal.
Register tersebut harus, antara lain, mencatat

A. Nama kapal dan nama serta pendaftaran sebelumnya
Jika ;
B. Tempat atau pelabuhan pendaftaran atau pelabuhan

induk dan nomor atau tanda pengenal resmi dari

kapal ;

C. Tanda panggilan internasional dari kapal, Jjika

diberikan ;

D. Nama pembuat tempat pembuatan dan tahun pembuatan
& f
dari kapal 7/

fat-sifat reknis dari kapal ;

E. Uraian mengenal S2 |
gkin kewarganega:aan.darl

alamat dan pila mun

atau dari masing
atat dalam dokumen

F. Nama: -man-“g pEIﬂ.j—lik H

pemilik, publik

- 1 C
Dan kecuall telah di
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A '“‘L 3 ﬁr!f,
EL Tow, ‘/
LATHEYA v Saitewest ©
ng dE:ﬂ T
- dan mudah dapat g+
-'l'.I.EgaI.‘a bEndara . lPErﬂlEh pendaftar

Peraturan nasional mengatur

endaf
P aftaran kapal-kapal ¥Yang dicarter tanpa

perlengkapan ;

I.Heterangan-—keterangan mengenai hipotek atau
pembebanan lain sejenis atas kapal sebagaimana
ditetapkan o¢leh hukum-hukum dan peraturan-

peraturan nasional ;
3. Selanjutnya, register tersebut pula mencatat

A, Apabila ada lebih dari satu pemilik, porsi dari
kapal vang dimiliki oleh mereka masing-masing ;

B. Nama, alamat dan bila cepat, kewarganegaraan

dari operator, bila pemilik atal pencarter kapal
tanpa perlengkapan bukan cperator.

4, Sebelum memasukkan suatu kapal tanpa perlengkapan,

suatu negara harus memastikan bahwa hak untuk mengibarkan

bendersa terdahulu dicabut.

an setelah diajukan bukit
terdahulu

bendera dari negara

Pendaftaran tersebut dilakuk

an pencabutan penda ftaran

¥Yang menyatak jtu dibawah negara

negaraan kapal

menyatakan keterangan-

mengenai kewarda

bendera terdahull dan



keterangan mengenaj Pemk
@

daf

selain ketentuan 43 atas; Hii
. =82y Mmaka

dihasilkan oleh knnvensi Yaity 15)

taxr.]

suatu ba 3
dengan :iz;iiEZirizjai:n ?a%tu i e
| aritim Nasional”. Yang
dimaksud Fiengan badan ini adalah setiap pejabat
flegara atau dewan (jawatan) yang dibentuk oleh
negara.pendaftam'sesuaidenganpmraturan~peraturan
perunddng—undangannyachn1bertanggungjawahantara
lain, untuk mengiplementasikan perjanjian
internasional mengenai pengangkubininternasional
dan menerapkan ketentuan-ketentuan dan standar
mengenai kapal menurut yuridiksi dan pengawasannya
(pasal 2).

Adapun tugas badan ini antara lain adalah memastikan:

A. Bahwa negara yang mengibarkan bendera menaatl

perundang-undangannya
standar ketentuan-

mengenai
hukum dan

pendaftaran kapal dan standar-
rnasional, khususnya, keselamatan

ketentuan inte
g-orang di atas kapal dan

kapal-kapal dan oral

gahan pencemaran 1ingkungah/

pence

e

-‘_-_-—-_

15}, 1BID, Hal. 61 - 62
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terhadap

internasional dapat dite rapkan:

C. Bahwa

kapal-
Pal-kapal Yang mengibarkan bendera

negara tersebut membawa diatas kapalnya dokumen-

dokumen, khususnya dokumen-dokumen yang

membuktikan hak-haknya untuk mengibarkan

benderanya dan dokumen-dokumen relevan lainnya
yang sah, termasuk dokumen-dokumen vyang
disyaratkan oleh konvensi-konvensi inter-nasional

yang mana negara tersebut adalah pihak

(pesertanya) .

D. Bahwa pemilik kapal ‘yang mengibarkan bendera

menaati prinsip-prinsip pendaftaran kapal sesuai

dengan hukum dan perundang-undangan negara

tersebut dan ketentuan-ketentuan konvensi negara

pendaftar harus mensyaratkan Semua inforamsi
e i enuh

yang diperlukan untuk jdentifikasl yandg p

jawab mengenal kapal-kapal Yyang

dan tanggungd

mengibarkan nenderanya-

II. Adanya ketentua |
: pendaftar (pasal 9]

mengibarkan bendera N
van bahwa warga neg
11

Pagal ini menent
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(register)

kapal-kapa
pal, negara Pendaftar harus memastik
an

bahwa eru
jsl sahaan kapal atau perusahaan cabangnya

didiri 111
dirikan dan/atau memiliki tempat berusaha utamanya

di dalam wilayahnvya.

o : ,
ada ayat dua dari pasal ini menentukan bahwa,

apabila perusahaan pemilik kapal atau perusahaan

cabangnya atau tempat utama perusahaan pemilik

kapal tidak didirikan di negara bendera, negara

hendera harus memastikan, sebelum memasukkan kapal

itu ke dalam register/daftar kapal-kapal, bahwa ada

seseorang wakil atau orang yang mengelola perusahaan
tersebut yang harus harkewarganegaraan bendera

ertempat ringgal disana. Orang

kapal, atau yang b
a atau

1:di

ut dapat warga negar

atau perwakilan terseb
n atau seml kompoIras

subyek hukum yang didirika

pendera sesual
diperi kuasa

Khususnya

dengan hukum dan

dalam negara o
Perundang=undangann?a; dan
nama pemilik ka

[repres&ntative man-=

bertindak atas

perwakilan 2 untuk proses

agement person/
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kekoson
3 gan
hukum dalam praktek penggunaan bendera kapal dalam d
. m dunia
pelayaran internasional den
gan menetapkan elem
en-

eleTen yang harus ada antara ¥apal dan bendera yang
dikibarkan-nya. Ini diupayakan melaluij ketentuan-ketentuan
dalam pasal-pasalnya vyang pada intinya mengatur
keikutsertaan negara pendaftar dalam hal pengawasan
penataan perundang-undangan dan hukum negaranya terhadap
pemilik kapal, melalui dibentuknya badan "Rdministrasi

Maritim Nasional” maupun melalui ketentuan tentang

pengawakan atau manajemen kapal.

Untuk dapat berlaku, konvensi ini harus diratifikasi

oleh 40 negara vang mewakili 25 % dari tonase kotor yang
telah didaftarkan (anneX 111 kenvensi) . Namun demikian

i ' bab
hElL'I:I-I‘L ada Eatupun negara :fang mEratiflkaElnyar s5e

cukup positif guna mencegah

walaypun konvensi ini
ndar pengnperasmn kapal

Ppemilik kapal menerapkan sta

tuk
(flad of conven pamun un

va ¢ jencel
Il
g tidak keta . ini tampaknya

; nvens
melihat Eﬁekti fitas keten xo

tuan
lam hal ini fa
menjﬂdi alasa

ktor ekonomi

, da
tidaklah mudah. Tampakny? n utama

sehingga

masih sangat dominan o
1um dirﬂtlflk

35i+

Mengapa konwvensi ini be
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Without i .
NLE nctﬂnir:;ncﬂinway l;igallzyng existing practice,
standardisation of naticge "L11 . lead to the

as the means for the further development of
international cooperation which as a result of
uniting the interests implied by the limitations
of the Convention will facilitate the strengthen-
ing of the trend towards the internationalisation
of naticnal flags. This new Convention will have
nothing in common with the excessively severe
traditional conception of the national flag nor
with the excessively liberal concept of the flag of

“convenience®.

ROVE  POLICY, VL. 16 KO, 2
_-_-_____._-—-—-_-_-_.'Im nr M'
STRAT i

L&} .

G.5. EGIYAN, FLAG OF
MEFCH 1900, HAL. 11l

COMVENTENCE OR 0P RECT
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SIMPULAN

A. Praktek
flag of Convenience yang kita kenal

seka E 93 i
rang ini jika ditelusuri sudah berlangsung

sejak abad ke 18. Praktek ini semakin berkembang

setelah berakhirnya pp 1. Dimana negera-negara

tertentu (utamanya Panama, Liberia, dan Hongkong))

mulai mendaftarkan kapal-kapal asing di bawah
benderanya dan membatasi hanya untuk mendapatkan
kebangsaan. Dengan menyewakan benderanya, negara-

negara tersebut memperoleh bayaran tertentu.

Blasan-alasan yang mendasari pemilik kapal hingga
menggunakan bendera asing, umumnya didasari pada
kepentingan ekonomi. Dengan menggunakan bendera

asing yang tidak ketat dalam pengawasannya maka

mereka dapat menggunakan kapal-kapal dengan per-

syaratan di hawah standar yang ditetapkan. Juga
i1ik kapal dapat menekan hiaya pengoperasian

tons dah.

dengan memakal pekerja dengan upah yang ren

n sosial serta menyangkut kondisi

a

Kurangnyajamln ikan pemilik

daya saingnya ditingkat

i tkan
meningka , lain hal ini membawa

kapal
pada plha

internasional.

ng akhirnya mendapat perhatian
ah ya

sejumlal masal
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¥ang dianggap kufang + Péhggunaan kapal

sesuai
menurut keselamatan menurut standar
r

n
- méaalah Pencemaran maka berbagai
etentuan telah ditetapkan untuk,

mengurangi

p mencegah,
an mengendal i :
laut. KEtentuan_kjlent;;:%“Pentemaranllngkungan
1tudiatur dalam kovensi
Genewa 1258 maupun dalam konvensi H. Laut 1982.
Selain dalam kedua konvensi diatas, pengaturan
yvang lebih rinci dan terpadu dijalankan oleh
Inter-govermental Maritime Consultative Organi-
zation (IMCCO) vyang sekarang berubah menjadi

International Maritime Organization (IMO).

Penanganan masalah kondisi kerja. Kurangnya

jaminan sosial, serta upah yang rendah pada

i bawah armada-armada flag of conve-

perhatian dari ILO (Internatilon-

pekerja d

nience mendapat

al Labour Drganizatian:l sebagai badan khusus PBB

nangani masalah sosial dan perburuhan.

asalah pekerja P
I1LO tela

yang me
ada armada—armada

Menvangkut m
. ance h menghasilkan
dasi yand diharap
h dan kﬂndiai sosia

at-syarat kerja dan

flag of conveni

gi dan rekomer

kan mampu

RS 1 dari

i a
memperbaikl tingkat uP
ang ini SYar

ekerja- ;
£ eemakin membaik.

keselamatan juga
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Akhirnya Praktek

mempenga - conveni
garuhi Perkembangan g4 Nience ituy
an

armada-

negara-negara berkembang

pendaft
aran kapal merupakan suaty upaya guna

meng ]
a.n

bendera dan menerapkan elemen-elemen yang harus
ada antara kapal dan bendera yang dikibarkannya.
Meskipun demikian konvensi ini belum
diratifikasikan oleh satu negara-pun. Ini di-

sebabkan masih dominannya faktor ekonomi.

5.2. SARAN

A. Untuk mengatasi semakin berkembangnya praktek

flag of convenience yang dianggap kurang adil

bagi perkembangan armada negara lain, maka dunia

internasional (khususnya negara-negara maritim)

kerjasama Yyanrd saling

harus menggaland
tu sama lain. Negara

erikan pantuan finan
ara herkemband. Bantuan

unak bagi pembangunan

menguntungkansa maritim yang
sudah maju dapat memb sial dan
teknis bagi neg
pa.pinjaman.l

perkapalan ne

bantuan

finansial bert
gera Ler kemband.,

industri“industri -
k berupa pimbingal dan latihan

dan pantuan tekni
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Dengan
demikian negara herkembang tidak cuma dianggap
sebagal pemasck Lenaga kerdja Yang murah dan tidak

terlatih.

B. Agar dibuat suatu konvensi yang diratifikasi oleh

negara-negara dengan standar Yang seragam dan

berlaku universal.
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